BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR s\ TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KUBU RAYA,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa dalam rangka menunjang kelancaran dalam
pelaksanaan pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan, perlu diatur dengan Peraturan Bupati;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak
Atas Tanah dan Bangunan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang
Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4751);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022q
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757); ? I

S. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang *
Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor /
6881);



6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Kkriteria Masyarakat
Berpenghasilan Rendah dan Persyaratan Kemudahan
Pembangunan dan Perolechan Rumah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2023 Nomor 13,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor
104);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan
yang menjadi kewenangan Kabupaten Kubu Raya.

3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.

4. Badan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut Bapenda adalah
Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu
Raya.

6. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang pajak daerah
dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.

9. Objek Pajak adalah penghasilan atau tambahan kemampuan ekonomis
yang diterima wajib pajak.

10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi pembayar Pajak,
pemotong Pajak, dan pemungut Pajak yang mempunyai hak dan kewajiban
perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung
jawab atas pembayaran Pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan )
memenuhi kewajiban Wajib Pajak menurut ketentuan peraturan "2
perundang-undangan perpajakan.

12. Kuasa Wajib Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, yang
selanjutnya disebut Kuasa adalah orang yang menerima kuasa dari wajib
pajak yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan untuk
melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban wajib pajak.
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Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disingkat PPAT adalah
Pejabat Umum yang diberikan kewenangan untuk membuat Akta Otentik
mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai Hak atas Tanah dan/atau
Hak Milik atas Satuan Rumah Susun.

Pejabat lelang adalah orang yang khusus diberi wewenang oleh Menteri
Keuangan melaksanakan Penjualan barang secara lelang.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan
mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Bapenda.
Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.

Pajak yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu masa
Pajak dalam tahun Pajak, atau dalam bagian tahun Pajak sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, Badan Usaha Milik Negara, atau BUMD dengan nama dan dalam
bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan,
perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau
organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat
BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau
peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah
dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.

Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak
pengelolaan beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam
undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.

Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR
adalah kelompok masyarakat yang memiliki penghasilan dibawah batas
tertentu sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau
kebijakam pemerintah.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD
adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan
memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.

Kantor Pertanahan adalah unit kerja Badan Pertanahan Nasional di
wilayah Kabupaten Kubu Raya, yang melakukan pendaftaran hak atas
tanah dan pemeliharaan daftar umum pendaftaran tanah.

Bank dan/atau Bendahara Penerima adalah pihak yang ditunjuk
menerima pembayaran BPHTB terutang dari Wajib Pajak;

Surat Setoran Pajak Daerah untuk BPHTB yang selanjutnya disingkat
SSPD BPHTB adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran pajak terutang ke bank yang
ditunjuk atau tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati dan sekaligus untuk
melaporkan data perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.

Nilai Perolehan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NPOP adalah nilai
atau harga yang digunakan untuk menetapkan besaran BPHTB.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah
surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak
yang terutang.

e
{



30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41].

42.

43.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
Daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan pihak ketiga yang diajukan oleh
Wajib Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDKB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok
Pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah Pajak yang masih harus
dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN
adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok Pajak sama
besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak tidak terutang dan tidak
ada kredit Pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat
SKPDLB adalah surat ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan
pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak
yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat
untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administratif berupa
bunga dan/atau denda.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.
Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai
kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang
dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang
kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat
pemberitahuan dengan SSPD.

Kahar (force majeure) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak
atau kekuasaan Wajib Pajak yang mengakibatkan wajib pajak tidak dapat
melaksanakan kewajiban membayar pajak sepenuhnya atau sebagian, atau
tidak tepat waktu.

Penagihan adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi
utang Pajak dan biaya Penagihan Pajak dengan menegur atau
memperingatkan, melaksanakan Penagihan seketika dan sekaligus,
memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan
penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah
disita.

Pengurangan adalah mengurangi sebagian jumlah pajak daerah yang

seharusnya wajib dibayar oleh wajib pajak yang dilaksanakan setelah .

ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Keringanan adalah meringankan wajib pajak dari kewajiban membayar
pajak daerah dengan cara ~mengangsur atau memberikan
kelonggaran /perpanjangan waktu tanpa mengurangi besaran pajak daerah
yang harus dibayar yang dilaksanakan setelah ditetapkan dengan
Keputusan Bupati;
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Pembebasan adalah membebaskan wajib pajak dari kewajiban membayar
pajak daerah berdasarkan ketentuan perundangundangan atau karena
kebijakan daerah yang dilaksanakan setelah ditetapkan dengan Keputusan
Bupati;

Sanksi Administratif adalah sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak
yang melakukan pelanggaran administrasi dalam bidang perpajakan.
Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi
administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum
dalam surat ketetapan Pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur
Wajib Pajak atau Wajib Retribusi untuk melunasi Utang Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar Utang Pajak dan biaya
Penagihan Pajak.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya Pajak yang
terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta
pengawasan penyetorannya.

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur
untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta,
kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan
dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak
tersebut.

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan
kewajiban perpajakan wajib pajak dan menegakkan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan/atau untuk tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan Daerah.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya
disingkat PBB-P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang
dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan.

BAB II
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Objek, Subjek dan Wajib Bea Perolehan Hak
atas Tanah dan Bangunan

Pasal 2

Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:

a. Pemindahan hak karena:

Jual beli;

Tukar menukar;

Hibah;

Hibah wasiat;

Waris;

Pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
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7. Pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
8. Penunjukan pembeli dalam lelang;
9. Pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum
tetap;
10. Penggabungan usaha;
11. Peleburan usaha;
12. Pemekaran usaha; atau
13. Hadiah; dan
b. Pemindahan hak karena:
1. Kelanjutan pelepasan hak; atau
2. Diluar pelepasan hak.
Hak atas tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi:

a. Hak milik;

b. Hak guna usaha;

c. Hak guna bangunan;

d. Hak pakai;

e. Hak milik atas satuan rumah susun; dan

f. Hak pengelolaan.

Yang dikecualikan dari objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah

dan/atau Bangunan:

a. untuk kantor Pemerintah, Pemerintahan Daerah, penyelenggara negara
dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara
atau barang milik Daerah;

b. oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk
pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;

c. untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat
tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain di luar fungsi
dan tugas badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan
Peraturan Menteri yang membidangi keuangan;

d. untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas
perlakuan timbal balik;

e. oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena
perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;

f. oleh orang pribadi atau badan karena wakaf;
oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan
ibadah; dan

h. untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Subjek Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh
Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.

Wajib Pajak BPHTB adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan.

Bagian Kedua a
Dasar Pengenaan, Tarif dan Cara Penghitungan
Pasal 4 A
¢
Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek Pajak.
Nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan sebagai berikut:

a. harga transaksi untuk jual beli;



b. nilai pasar untuk tukar menukar, hibah, hibah wasiat, waris,
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lainnya, pemisahan
hak yang mengakibatkan peralihan, peralihan hak karena pelaksanaan
putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap, pemberian
hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak, pemberian
hak baru atas tanah di luar pelepasan hak, penggabungan usaha,
peleburan usaha, pemekaran usaha dan hadiah; dan

c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk
penunjukan pembeli dalam lelang.

(3) Dalam hal nilai perolehan objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam
pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan,
dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan
dalam pengenaan Pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya
perolehan.

(4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, Pemerintah Daerah
menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai
pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(5) Besarnya nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak ditetapkan sebesar
Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak
pertama Wajib Pajak di wilayah Kabupaten Kubu Raya tempat terutangnya
BPHTB.

(6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5 yang diterima
orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis
keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan
pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami/istri, nilai perolehan
objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga
ratus juta rupiah).

Pasal 5
Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% (lima persen).
Pasal 6

Besaran pokok BPHTB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar
pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) setelah
dikurangi nilai perolehan objek Pajak tidak kena Pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 4 ayat (5) atau ayat (6), dengan tarif BPHTB sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5.

Bagian Ketiga
Saat Terutang dan Wilayah Pemungutan

Pasal 7

(1) Wilayah pemungutan BPHTB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat
tanah dan/atau bangunan berada.
(2) Saat terutangnya BPHTB ditetapkan:
a. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya perjanjian pengikatan jual
beli untuk jual beli; 0
b. pada tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta untuk tukar-
menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau
badan hukum lainnya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,
penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha, dan/atau }
hadiah;
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pada tanggal penerima waris atau yang diberi kuasa oleh penerima
waris mendaftarkan peralihan haknya ke kantor bidang pertanahan
untuk waris;

pada tanggal putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum
tetap untuk putusan hakim;

pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk
pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
pada tanggal diterbitkannya surat keputusan pemberian hak untuk
pemberian hak baru di luar pelepasan hak; atau

pada tanggal penunjukan pemenang lelang untuk lelang.

Dalam hal jual beli tanah dan/atau bangunan tidak menggunakan
perjanjian pengikatan jual beli sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf

a,

saat terutang BPHTB untuk jual beli adalah pada saat

ditandatanganinya akta jual beli.

BAB III
TATA CARA PEMUNGUTAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pendaftaran
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 8

Setiap orang pribadi atau Badan yang memperoleh hak Atas Tanah
dan/atau Bangunan disebut sebagai wajib pajak atau subjek pajak harus
mendaftarkan perolehan hak Atas tanah dan/atau bangunan yang
diperoleh kepada Bapenda untuk ditetapkan sebagai objek BPHTB.

Wajib Pajak atau Subjek Pajak mendaftarkan objek pajak BPHTB Atas Akta
Pemindahan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan melalui PPAT/Notaris,
Subjek Pajak/kuasanya dan Pejabat Lelang/Kantor Lelang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pendaftaran perolehan hak Atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:

a.

b.

pendaftaran objek pajak BPHTB yang berasal dari pemindahan Hak
dilakukan oleh PPAT /Notaris;

pendaftaran objek pajak BPHTB yang berasal dari pemberian Hak Baru
Atas Tanah dan/atau Bangunan dilakukan oleh Subjek Pajak atau
Kuasanya;

pendaftaran objek pajak BPHTB yang berasal dari hasil lelang Atas A
Tanah dan/atau Bangunan dilakukan oleh Pejabat Lelang atau Kantor
lelang; b
pendaftaran objek pajak BPHTB yang berasal dari pemberian waris Atas ,'
Tanah dan/atau Bangunan dilakukan oleh Subjek Pajak atau
Kuasanya; dan

pendaftaran objek pajak BPHTB yang berasal dari Hibah Wasiat Atas
Tanah dan/atau Bangunan dilakukan oleh PPAT/Notaris.



(1)

(2)

(3)
(4)

()

(6)

Bagian Kedua
Pengisian Surat Setoran Pajak Daerah
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 9

Wajib Pajak BPHTB untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan

penghitungan sendiri menghitung, mengisi, dan menandatangani SSPD

BPHTB serta membayar sendiri BPHTB pada bank yang ditunjuk dan

melaporkan pajak yang terutang melalui PPAT atau Notaris memenuhi

kewajiban pajaknya dengan menggunakan SSPD BPHTB.

Pejabat pembuat akta tanah atau Kepala Kantor yang membidangi lelang

negara menandatangani SSPD BPHTB.

Penyediaan formulir SSPD BPHTB diselenggarakan oleh Bapenda.

SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh Wajib

Pajak dengan cara:

a. mengambil sendiri di TPPD;

b. dikirim oleh petugas Bapenda; atau

c. mengakses dengan sistem daring.

Wajib Pajak mendaftarkan formulir SSPD BPHTB ke Bapenda disertai

dokumen pendukung yang dipersyaratkan.

Dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada

ayat (5) dilengkapi dengan:

fotokopi kartu tanda penduduk Pemilik tanah selaku penjual;

fotokopi kartu tanda penduduk Pembeli;

fotokopi Sertifikat Tanah;

fotokopi Surat Ukur/Peta Bidang dari BPN (untuk pendaftaran

sertifikat baru);

surat kuasa bermeterai apabila pendaftaran dikuasakan dengan

disertai fotokopi identitas penerima kuasa;

kwitansi Jual Beli;

mengisi Formulir Pernyataan Jual Beli disertai Meterai;

fotokopi SPPT PBB-P2 tahun berjalan dan STTS PBB-P2 (Bukti Lunas

PBB);

i. gambar Sket Lokasi Tanah dan/atau Bangunan;

j. foto Objek Tanah dan/atau Bangunan (tampak depan dan samping kiri
dan kanan) terkini;

k. fotokopi Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (untuk perolehan hak
karena hibah);

l. fotokopi SK Penghapusan Barang Milik Daerah/Negara untuk
perolehan hak dari fasilitas/aset pemerintah);

m. mengisi formulir SSPD BPHTB; dan

mengisi formulir pernyataan harga pasar dengan bermeterai.

Qo op
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Pasal 10

Dokumen persyaratan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 A
ayat (6) yang berasal dari lelang, dilengkapi dengan:

TR0 A0 TP

fotokopi Sertifikat Tanah;

fotokopi kartu tanda penduduk Pemenang Lelang;

fotokopi Risalah Lelang;

fotokopi Kwitansi Pelunasan Lelang;

fotokopi SPPT PBB-P2 dan STTS PBB-P2 (Bukti Lunas PBB);
gambar Sket Lokasi Tanah dan/atau Bangunan;

foto Objek Tanah dan/atau Bangunan; dan

mengisi formulir SSPD BPHTB.

|



Bagian Ketiga
Pembayaran ,
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 11

(1) Pemungutan BPHTB dilarang diborongkan.

(2) Wajib pajak melakukan pembayaran atau penyetoran BPHTB yang terutang
dengan menggunakan SSPD BPHTB.

(3) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggap telah
disampaikan setelah dilakukannya pembayaran.

(4) Pembayaran atau pelunasan BPHTB telah sah apabila wajib pajak
menerima dokumen bukti pembayaran BPHTB berupa SSPD BPHTB yang
telah dicap lunas BPHTB oleh Bank atau dokumen lain yang dipersamakan.

(5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
berupa struk pembayaran melalui tempat pembayaran yang ditunjuk atau
bukti pembayaran lain yang dikeluarkan oleh tempat pembayaran yang
telah ditunjuk oleh Bupati.

(6) pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui sistem pembayaran berbasis elektronik.

(7) Dalam hal sistem pembayaran berbasis elektronik belum tersedia,
pembayaran atau penyetoran BPHTB dapat dilakukan melalui pembayaran
tunai.

(8) Pembayaran BPHTB dilakukan pada Kas Daerah atau tempat lain yang
ditunjuk oleh Bupati.

(9) Pembayaran dengan cek Bank/Giro Bilyet Bank, baru dianggap sah apabila
telah dilakukan kliring dan tercatat pada rekening Kas Daerah.

(10) Dalam hal Pembayaran atau penyetoran BPHTB atas perolehan Hak atas
Tanah dan/atau Bangunan dari jual beli, pembayaran berdasarkan nilai
perolehan objek Pajak.

(11) Jika pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana pada ayat (5)
dilaksanakan melebihi tahun pembelian atas objek maka nilai perolehan
objek pajak dinilai sesuai harga transaksi atau NJOP.

(12) Dalam hal terjadi perubahan atau pembatalan perjanjian pengikatan jual
beli sebelum ditandatanganinya akta jual beli mengakibatkan:

a. jumlah BPHTB lebih dibayar atau tidak terutang, Wajib Pajak
mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
BPHTB; atau

b. jumlah BPHTB kurang dibayar, Wajib Pajak melakukan pembayaran
kekurangan dimaksud.

(13) Pembayaran atau penyetoran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat
(10) dan ayat (12) huruf b paling lambat dilunasi pada saat
penandatanganan akta jual beli.

Pasal 12

BPHTB yang terutang harus dibayar sebelum:

a. ditandatanganinya akta, dalam hal perolehan hak karena jual beli, tukar
menukar, hibah, hibah wasiat, pemasukan dalam perseroan atau badan
hukum lainya, pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan,
penggabungan usaha, peleburan usaha, pemekaran usaha atau hadiah; ‘@

b. dilakukan pendaftaran hak oleh Kepala Kantor Pertanahan Daerah dalam \
hal perolehan hak karena pelaksanaan putusan hakim atau waris;

c. diterbitkannya surat keputusan pemberian hak, dalam hal perolehan hak
karena pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan
hak atau di luar pelepasan hak; dan



d. risalah lelang untuk pembeli ditandatangani oleh Kepala Kantor
Lelang/Pejabat Lelang dalam hal perolehan hak karena lelang.

Pasal 13

(1) Pejabat yang berwenang hanya dapat menandatangani akta, keputusan,
atau risalah lelang atau pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan
apabila kepadanya dibuktikan bahwa BPHTB yang wajib dibayar atas
pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan telah dibayar ke kas
daerah oleh Wajib Pajak yang melakukan pengalihan hak atas tanah
dan/atau bangunan.

(2) Pembuktian pembayaran BHPTB ke kas daerah kepada Pejabat yang
berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Wajib
Pajak dengan menyerahkan fotokopi SSPD BPHTB yang telah diteliti oleh
Bapenda dengan menunjukkan asli SSPD BPHTB yang bersangkutan.

(3) Yang dimaksud dengan Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) adalah:

a. Notaris;

b. Pejabat Pembuat Akta Tanah;

c. Camat;

d. Pejabat Lelang; dan

e. Pejabat Badan Pertanahan Nasional atau Pejabat lain yang diberi
wewenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 14

Dalam hal perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yang ditetapkan
berdasarkan peraturan perundang-undangan bukan merupakan objek BPHTB,
Bupati dapat menerbitkan surat keterangan bukan objek BPHTB.

Pasal 15

(1) Setiap Wajib Pajak wajib menghitung pajak yang terutang dan membayar
sendiri dengan menggunakan SSPD BPHTB yang berlaku juga sebagai
SPTPD.

(2) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
oleh Kuasa Wajib Pajak yang ditunjuk.

(3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
tanpa harus melengkapi tanda tangan dan cap notaris, kantor lelang atau
kantor pertanahan.

(4) Wajib Pajak wajib memiliki NPWPD.

(5) Tata cara pemberian NPWPD mengikuti ketentuan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku.

(6) Wajib Pajak wajib mencantumkan NPWPD dan Nomor Identitas Wajib Pajak
pada SSPD BHPTB.

Pasal 16

ditandatangani oleh Wajib Pajak.

(2) SSPD BPHTB wajib disampaikan kepada Bapenda atau kuasanya.

(3) SSPD BPHTB merupakan alat untuk melakukan pembayaran/penyetoran
BPHTB terutang dan sekaligus menjadi alat untuk melaporkan data
perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan kepada pejabat yang *‘
ditunjuk.

(4) BPHTB yang terutang wajib dibayar oleh Wajib Pajak atau kuasanya /

(I) SSPD BPHTB wajib diisi dengan jelas, benar dan Ilengkap serta A

dengan menggunakan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Bagian Keempat
Penelitian Surat Setoran Pajak Daerah
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 17

(1) Bapenda melakukan penelitian setiap pembayaran SSPD BPHTB yang
disampaikan oleh wajib Pajak BPHTB atau kuasanya.

(2) Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. kesesuaian NOPD yang dicantumkan dalam SSPD BPHTB dengan
NOPD yang tercantum:

1. dalam SPPT atau bukti pembayaran PBB-P2 lainnya; dan
2. pada basis data PBB-P2;

b. kesesuaian NJOP Bumi per meter persegi yang dicantumkan dalam
SSPD BPHTB dengan NJOP Bumi per meter persegi pada basis data
PBB-P2;

c. kesesuaian NJOP Bangunan per meter persegi yang dicantumkan
dalam SSPD BPHTB dengan NJOP Bangunan per meter persegi pada
basis data PBB-P2;

d. kebenaran penghitungan BPHTB yang meliputi nilai perolehan objek
pajak, NJOP, NJOP tidak kena pajak, tarif, pengenaan atas objek pajak
tertentu, dan BPHTB terutang atau yang harus dibayar;

e. kebenaran penghitungan BPHTB yang disetor, termasuk besarnya
pengurangan yang dihitung sendiri; dan

f. kesesuaian Kkriteria objek pajak tertentu yang dikecualikan dari
pengenaan BPHTB, termasuk kriteria pengecualian objek BPHTB bagi
MBR.

(3) Objek pajak tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi
perolehan hak karena waris dan hibah wasiat.

(4) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan
rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f yaitu untuk
kepemilikan rumah pertama dengan Kkriteria tertentu yang ditetapkan
Bupati.

(5) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diselaraskan dengan
kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah
bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang
menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan
perumahan rakyat.

(6) Proses Penelitian atas SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan paling lama 1 (satu) hari kerja sejak diterimanya secara lengkap
SSPD BPHTB untuk penelitian di tempat.

(7) Dalam hal berdasarkan hasil Penelitian SSPD BPHTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) jumlah pajak yang disetorkan lebih kecil dari
jumlah pajak terutang, Wajib Pajak wajib membayar selisih kekurangan
tersebut.

(8) Dalam hal SSPD BPHTB telah selesai dilaksanakan penelitian dan
dinyatakan telah benar.

Pasal 18

(1) Kriteria MBR merupakan indikator dalam menentukan masyarakat yang
termasuk MBR.

(2) Kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada
besaran penghasilan.

L
:
/



(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(1)

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan
berdasarkan:

a. penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin; atau

b. penghasilan orang perseorangan yang kawin.

Penghasilan orang perseorangan yang tidak kawin sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a merupakan seluruh pendapatan bersih yang
bersumber dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha sendiri.

Penghasilan orang perseorangan yang kawin sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber
dari gaji, upah, dan/atau hasil usaha gabungan suami istri.

Dalam hal kriteria MBR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan
untuk pembangunan atau perolehan Rumah dengan mekanisme
tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf b ditentukan hanya berdasarkan
penghasilan 1 (satu) orang.

Penghasilan 1 (satu) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
merupakan seluruh pendapatan bersih yang bersumber dari gaji, upah,
dan/atau hasil usaha sendiri.

Pengecualian BPHTB untuk masyarakat berpenghasilan rendah hanya
untuk perolehan rumah pertama bagi MBR.

Pasal 19

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dihitung

berdasarkan kemampuan membayar biaya pembangunan atau perolehan

Rumah layak huni.

Besaran penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan

nilai penghasilan paling banyak untuk pemberian kemudahan perolehan

atau bantuan pembangunan Rumabh.

Kemampuan membayar biaya perolehan Rumah layak huni sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dihitung dari angsuran pembiayaan perolehan

Rumah Umum menggunakan:

a. suku bunga dan tenor tertentu; atau

b. marjin komersial dan tenor tertentu.

Kemampuan membayar biaya pembangunan atau perbaikan Rumah layak

huni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dari:

a. angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya;
dan/atau

b. nilai keswadayaan terhadap biaya pembangunan atau perbaikan
Rumah Swadaya.

Angsuran pembiayaan pembangunan atau perbaikan Rumah Swadaya

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan:

a. suku bunga dan tenor tertentu; atau

b. marjin komersial dan tenor tertentu.

Pasal 20 /)

dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dihitung sesuai jenis Rumah yang
diperoleh berdasarkan:

a. harga jual pemilikan Rumah Umum;

b. biaya perbaikan Rumah Swadaya; atau

c. biaya pembangunan Rumah Swadaya.

Biaya perolehan atau pembangunan Rumah layak huni sebagaimana /



(2) Harga jual Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

meliputi:

a. harga jual Rumah tunggal;

b. harga jual satuan Rumah deret; dan
c. harga jual satuan Rumah susun.

(3) Harga jual pemilikan Rumah Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tanpa memperhitungkan pajak pertambahan nilai.

(4) Harga jual Rumah Umum dan biaya pembangunan Rumah Swadaya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf ¢ dihitung
berdasarkan batasan luas lantai Rumah Umum dan Rumah Swadaya.

(5) Biaya perbaikan Rumah Swadaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b paling tinggi dihitung berdasarkan biaya pembangunan Rumah
Swadaya.

Pasal 21

(1) Untuk mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau
perolehan Rumah bagi MBR, masyarakat yang memenuhi persyaratan
harus mengajukan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. berkewarganegaraan Indonesia; dan
b. memenuhi kriteria MBR.

(3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk
mendapatkan kemudahan dan/atau bantuan pembangunan atau
perolehan Rumah pemohon juga harus memenuhi persyaratan sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

(1) Besaran penghasilan MBR perbulan paling banyak untuk kategori Tidak
kawin sebesar Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah), kategori Kawin sebesar
Rp8.000.000 (delapan juta rupiah) dan kategori satu orang untuk peserta
Tapera sebesar Rp8.000.000 (delapan juta rupiah).

(2) Luas lantai paling luas 36 m? (tiga puluh enam meter persegi) untuk
pemilikan rumah umum dan satuan rumah susun, dan luas lantai paling

luas 48 m? (empat puluh delapan meter persegi) untuk pembangunan
rumah swadaya.

Pasal 23

(1) Apabila setelah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal
17 ayat (6) diragukan kesesuaian hasil penelitian maka Bapenda akan
dilakukan penelitian lapangan.

(2) Penelitian lapangan SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
antara lain:

a. melakukan pengukuran luas objek pajak dalam rangka mencocokkan
luas objek pajak yang tertulis dalam SSPD BPHTB dengan kondisi

sesungguhnya;
b. mencari pembanding harga jual tanah yang terjadi disekitar objek pajak<g
yang diragukan penelitian; dan +

c. penelitian lainnya yang ditentukan oleh pejabat.

(3) Hasil penelitian lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila
telah sesuai akan dilakukan validasi dan apabila ditemukan
ketidaksesuaian akan diterbitkan SKPDKB BPHTB.



(4) Apabila terdapat kesesuaian hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) maka dapat dilaksanakan pembayaran BPHTB.

(5) Hasil penelitian lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil Penelitian
Lapangan.

(6) Penelitian lapangan paling lama 7 (tujuh) hari kerja selesainya penelitian
Atas dokumen pendaftaran BPHTB.

Pasal 24

Terhadap SSPD BPHTB yang telah diteliti akan dilakukan perhitungan kembali

dengan menggunakan SSPD BPHTB, masih dapat diterbitkan:

a. SKPDKB apabila berdasarkan pemeriksaan atau keterangan lain ternyata
jumlah BPHTB terutang kurang bayar;

b. SKPDKBT apabila ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum
terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang
setelah diterbitkan SKPDKB; dan

c. STPD apabila pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, hasil
pemeriksaan terhadap SSPD BPHTB terdapat kekurangan pembayaran
BPHTB sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung, atau Wajib Pajak
dikenakan sanksi adminstratif berupa denda dan/atau bunga.

Bagian Kelima
Pelaporan
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan

Pasal 25

(1) Pelaporan BPHTB dilaksanakan berdasarkan dokumen laporan dari bank
dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau PPAT dan/atau Notaris dan
Pejabat Lelang.

(2) Pelaporan BPHTB bertujuan memberikan pertanggung jawaban
penerimaan BPHTB sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

(3) Khusus untuk BPHTB, SSPD dipersamakan sebagai SPTPD.

(4) SSPD BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dianggap telah
disampaikan setelah dilakukan pembayaran.

Pasal 26

(1) Pelaporan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 meliputi:

a. menyiapkan laporan BPHTB berdasarkan dokumen-dokumen dari
bank dan/atau Bendahara Penerimaan dan/atau pejabat pembuat
akta tanah;

b. menerima laporan penerimaan BPHTB dari bank yang A
ditunjuk/Bendahara Penerimaan; dan

c. menerima laporan pembuatan Akta Perolehan Hak atas Tan
dan/atau Bangunan dari pejabat pembuat akta tanah dan kepala
kantor yang membidangi pelayanan lelang negara.

(2) Penerimaan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan
huruf ¢ paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.



Pasal 27

PPAT dan/atau Notaris dan Pejabat Lelang dalam wilayah Daerah wajib
menyampaikan laporan bulanan kepada Bupati melalui Kepala Badan dalam
hal terjadi perolehan Hak atas Tanah karena:

a. pemberian hak baru yang diberikan oleh Badan Pertanahan Nasional,
Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat
atau Kantor Pertanahan; dan

b. hibah wasiat, yang merupakan objek pajak serta persyaratan pemberian
haknya tidak menggunakan akta Pejabat Pembuat Akta Tanah atau
Risalah Lelang maka Kepala Kantor Pertanahan wajib menyampaikan
pemberitahuan bulanan kepada Bupati melalui Kepala Badan.

BAB IV
PEMERIKSAAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 28

(1) Bupati atau Pejabat berwenang melakukan Pemeriksaan BPHTB untuk
menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan tujuan lain dalam
rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
mengenai Pajak.

(2) Pemeriksaan BPHTB untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal:

a. Wajib Pajak mengajukan pengembalian atau kompensasi kelebihan
pembayaran;

b. terdapat keterangan lain berupa data konkret yang menunjukkan
bahwa Pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar; atau

c. Wajib Pajak yang terpilih untuk dilakukan Pemeriksaan berdasarkan
analisis risiko.

(3) Pemeriksaan BPHTB untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan paling sedikit untuk:

a. penyelesaian permohonan keberatan Wajib Pajak;
b. pencocokan data dan/ atau alat keterangan; dan/atau
c. pemeriksaan dalam rangka penagihan Pajak.

(4) Pemeriksaan BPHTB untuk tujuan lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) meliputi penentuan, pencocokan, atau pengumpulan materi yang
berkaitan dengan tujuan Pemeriksaan.

Pasal 29

(I) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28, kewajiban Wajib Pajak yang diperiksa meliputi:

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen 5 °
yang menjadi dasarnya, dan dokumen lain yang berhubungan dengan {\
objek Pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang
dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
Pemeriksaan; dan/atau



c. memberikan keterangan yang diperlukan.
(2) Dalam pelaksanaan Pemeriksaan BPHTB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28, hak Wajib Pajak yang diperiksa paling sedikit:
a. meminta identitas dan bukti penugasan Pemeriksaan kepada
pemeriksa;
b. meminta kepada pemeriksa untuk memberikan penjelasan tentang
alasan dan tujuan Pemeriksaan; dan
c. menerima dokumen hasil Pemeriksaan serta memberikan tanggapan
atau penjelasan atas hasil Pemeriksaan.
(3) Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), besarnya Pajak terutang ditetapkan secara jabatan.

BAB V
SURAT KETETAPAN PAJAK

Pasal 30

(1) Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak,
Kepala Badan dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan
SKPDN untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri
oleh Wajib Pajak.

(2) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal
terdapat Pajak yang kurang atau tidak bayar berdasarkan:

a. hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; atau

b. penghitungan secara jabatan karena Wajib Pajak tidak memenuhi
kewajiban dalam pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1).

(3) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal
ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap dan
menyebabkan penambahan Pajak yang terutang setelah dilakukan
Pemeriksaan dalam rangka penerbitan SKPDKBT.

(4) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dalam hal jumlah
Pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak atau Pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

(5) Dalam hal berdasarkan hasil Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 28 terdapat kelebihan pembayaran Pajak, Kepala Badan atau Pejabat
menerbitkan SKPDLB.

Pasal 31

(1) Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf a dikenakan sanksi administratif
berupa bunga sebesar 1,8% (satu koma delapan persen) per bulan dari
Pajak yang kurang atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya
Pajak atau berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak
sampai dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama
24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1
(satu) bulan.

(2) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (2) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2,2% (dua koma dua persen) per bulan dari Pajak yang kurang
atau terlambat dibayar, dihitung sejak saat terutangnya Pajak atauwy ’
berakhirnya masa Pajak, bagian Tahun Pajak, atau Tahun Pajak sampai A
dengan diterbitkannya SKPDKB, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua
puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan,
sejak saat terutangnya Pajak ditambahkan dengan sanksi administratif
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berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak
yang kurang dibayar untuk jenis Pajak BPHTB.

Jumlah kekurangan Pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa
kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak
yang terutang dalam SKPDKBT.

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dan SKPDKBT
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilunasi dalam jangka waktu
paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.

BAB VI
SURAT TAGIHAN PAJAK

Pasal 32

Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak terutangnya Pajak,

Pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD.

Pejabat dapat menerbitkan STPD untuk jenis Pajak yang dipungut

berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak dalam hal:

a. pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar;

b. hasil penelitian SSPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terdapat
kekurangan pembayaran akibat salah tulis, salah hitung, atau
kesalahan administratif lainnya oleh Wajib Pajak;

c. SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan
Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar
setelah jatuh tempo pembayaran; atau

d. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga dan/atau
denda.

Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dan huruf b, berupa pokok Pajak yang kurang dibayar ditambah dengan
pemberian sanksi administratif berupa bunga sebesar 1% (satu persen) per
bulan dihitung dari Pajak yang kurang dibayar, dihitung dari tanggal jatuh
tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya
Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
Jumlah tagihan dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf
¢, dikenai sanksi administratif berupa bunga sebesar 0,6% (nol koma enam
persen) per bulan dari Pajak yang tidak atau kurang dibayar, dihitung dari
tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran,
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat
terutangnya Pajak serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

BAB VII
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 33

Utang Pajak sebagaimana tercantum dalam SKPDKB, SKPDKBT, STPD,
Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan
Banding merupakan dasar Penagihan Pajak.

Atas dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
belum jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat dilakukan -
imbauan. ‘
Dalam hal dasar Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak dilunasi setelah jatuh tempo pembayaran atau pelunasan, dapat
dilakukan Penagihan Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan mengenai perpajakan.
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Pasal 34

Dalam rangka melaksanakan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 33 ayat (1), Bupati berwenang menunjuk Pejabat untuk
melaksanakan Penagihan.
Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. mengangkat dan memberhentikan Jurusita; dan
b. menerbitkan:
Surat Teguran;
surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
Surat Paksa;
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan;
surat pengusulan Pencegahan;
surat perintah Penyanderaan;
surat pencabutan sita;
pengumuman Lelang;
surat penentuan harga limit;
10. pembatalan Lelang; dan
11. surat lain yang diperlukan untuk pelaksanaan Penagihan Pajak.
Dalam rangka penerbitan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf b, Pejabat dapat mendelegasikan kewenangan tersebut sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Jurusita sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a bertugas:
a. melaksanakan surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus;
b. memberitahukan Surat Paksa;
c. melaksanakan Penyitaan atas barang Penanggung Pajak berdasarkan
Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan; dan

d. melaksanakan Penyanderaan  berdasarkan surat perintah
Penyanderaan.
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Pasal 35

Penagihan dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitan Surat Teguran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf b angka 1 oleh
Pejabat.

Pejabat sebagaimana dimaksud ada ayat (1) menerbitkan Surat Teguran
setelah lewat waktu 5 (lima) hari kerja sejak saat jatuh tempo pembayaran
Utang Pajak, dalam hal Wajib Pajak tidak melunasi Utang Pajak.

Apabila setelah lewat waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak
tanggal Surat Teguran disampaikan, Penanggung Pajak belum melunasi
Utang Pajak, Surat Paksa diterbitkan oleh Pejabat dan diberitahukan oleh
Jurusita kepada Penanggung Pajak.

Khusus untuk Penanggung Pajak yang telah disetujui untuk mengangsur
atau menunda pembayaran Pajak, atas Utang Pajak yang diangsur atau
ditunda pembayarannya tidak diterbitkan Surat Teguran.

Dalam hal kewajiban pembayaran Utang Pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) belum dilakukan setelah melewati jatuh tempo, diterbitkan
Surat Paksa tanpa didahului Surat Teguran.

Apabila setelah lewat waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sejak
tanggal Surat Paksa diberitahukan, Penanggung Pajak belum melunasi
Utang Pajak, Pejabat menerbitkan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan
dan Jurusita melaksanakan Penyitaan terhadap Barang milik Penanggung
Pajak.

Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal
pelaksanaan Penyitaan, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak
dan Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan pengumuman Lelang atas
Barang sitaan yang akan dilakukan penjualan secara Lelang.
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Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal
pengumuman Lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan
Biaya Penagihan Pajak, Pejabat melakukan penjualan Barang sitaan
Penanggung Pajak melalui Kantor Lelang.

Apabila setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal

pelaksanaan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhadap

Barang sitaan yang penjualannya dikecualikan dari penjualan secara

Lelang, Penanggung Pajak belum melunasi Utang Pajak dan Biaya

Penagihan Pajak, Pejabat segera menggunakan, menjual, dan/atau

memindahbukukan Barang sitaan.

Dalam hal telah dilakukan upaya:

a. penjualan Barang sitaan secara Lelang sebagaimana dimaksud pada
ayat (5); dan/atau

b. penggunaan, penjualan, dan/atau pemindahbukuan Barang sitaan
yang dikecualikan dari penjualan secara Lelang sebagaimana
dimaksud pada ayat (6), Pejabat dapat mengusulkan Pencegahan.

Pengusulan Pencegahan dapat dilakukan setelah tanggal Surat Paksa

diberitahukan tanpa didahului penerbitan Surat Perintah Melaksanakan

Penyitaan, pelaksanaan Penyitaan, atau penjualan Barang sitaan, dalam

hal:

a. Objek Sita tidak dapat ditemukan;

b. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang Pajak akan
kedaluwarsa dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun;

c. berdasarkan data dan informasi terdapat indikasi Penanggung Pajak
akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya atau berniat
untuk itu;

d. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan, digabungkan,
dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan bentuk
lainnya; atau

e. terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam keadaan pailit.

Dalam hal terhadap Penanggung Pajak telah dilakukan Pencegahan,

Penyanderaan dapat dilakukan terhadap Penanggung Pajak dalam jangka

waktu paling cepat 1 (satu) bulan kalender sebelum berakhirnya jangka

waktu Pencegahan atau berakhirnya jangka waktu perpanjangan

Pencegahan.

Penyanderaan dapat dilakukan setelah lewat waktu 10 (sepuluh) hari kerja

sejak tanggal Surat Paksa diberitahukan, dalam hal:

a. hak untuk melakukan penagihan Pajak atas Utang Pajak akan
kedaluwarsa dalam jangka waktu kurang dari 2 (dua) tahun;

b. terdapat tanda-tanda bahwa Badan akan dibubarkan, digabungkan,
dimekarkan, dipindahtangankan, atau dilakukan perubahan bentuk
lainnya; atau

c. terdapat tanda-tanda kepailitan dan/atau dalam keadaan pailit.

Pasal 36

Jurusita Pajak melaksanakan Penagihan Seketika dan Sekaligus berdasarkan
surat perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus sebagaimana dimaksud Pasal
Pasal 35 ayat (2) huruf b angka 2 apabila:

a.

b.

penanggung Pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya
atau berniat untuk itu;

penanggung Pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang
dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan usahanya
atau pekerjaan yang dilakukannya di Indonesia;

terdapat tanda-tanda bahwa Penanggung Pajak akan membubarkan badan
usahanya, menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau
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memindahtangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau
melakukan perubahan bentuk lainnya;
d. badan usaha akan dibubarkan oleh negara; atau

e. terjadi penyitaan atas barang Penanggung Pajak oleh pihak ketiga atau
terdapat tanda-tanda kepailitan.

Pasal 37

(1) Dalam rangkaian proses pelaksanaan Penagihan, terhadap Penanggung
Pajak yang tidak menunjukkan iktikad baik melunasi Utang Pajak dan
memiliki Utang Pajak dengan besaran minimal tertentu, dapat dilakukan
pencegahan dan/atau penyanderaan.

(2) Pencegahan dan/atau penyanderaan terhadap Penanggung Pajak tidak
mengakibatkan hapusnya Utang Pajak atau terhentinya pelaksanaan
Penagihan Pajak.

(3) Pencegahan dan/atau penyanderaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VIII
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 38

(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 35 menjadi kedaluwarsa setelah melampaui 5 (lima) tahun terhitung
sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan
tindak pidana perpajakan daerah.

(2) Kedaluwarsa Penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila:

a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun
tidak langsung;

(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian Surat Teguran dan/atau Surat Paksa.

(4) Pengakuan Utang Pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf b merupakan Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai Utang Pajak dan belum melunasinya kepada
Pemerintah Daerah.

(5) Pengakuan Utang Pajak secara tidak langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan
angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh
Wajib Pajak.

(6) Dalam hal terdapat pengakuan Utang Pajak dari Wajib Pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b, kedaluwarsa Penagihan dihitung sejak
tanggal pengakuan.

(7) Piutang BPHTB yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk X
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan oleh Bupati
dengan menetapkan Surat Keputusan Penghapusan Piutang BPHTB yang
sudah kedaluwarsa.



BAB IX
PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK

Pasal 39

(1) Bupati melakukan pengelolaan piutang Pajak untuk menentukan prioritas
Penagihan Pajak.
(2) Bupati atau Pejabat memerintahkan Jurusita Pajak untuk melakukan
Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (3).
(3) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan Penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(4) Piutang Pajak yang dihapuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
(5) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan
mempertimbangkan:
a. pelaksanaan Penagihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(3) sampai dengan batas waktu kedaluwarsa Penagihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1); dan
b. hasil koordinasi dengan aparat pengawas internal daerah.
(6) Penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dibuktikan
dengan dokumen pelaksanaan Penagihan.

BAB X
KEBERATAN, BANDING DAN GUGATAN PAJAK

Bagian Kesatu
Keberatan

Pasal 40

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atau Pejabat
terhadap SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan atau
Pemungutan oleh pihak ketiga.

(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia dengan mengemukakan jumlah Pajak terutang
atau jumlah Pajak yang dipotong atau dipungut, berdasarkan
penghitungan Wajib Pajak, dengan disertai alasan yang jelas.

(3) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB,
SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dikirim atau tanggal pemotongan atau
Pemungutan, kecuali jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka
waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan kahar.

(4) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:

a. bencana alam,;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit; dan/atau

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati. A
(5) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar Pajak

terutang dalam SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN, atau pemotongan @
atau Pemungutan oleh pihak ketiga paling sedikit sejumlah yang telah §
disetujui Wajib Pajak.

(6) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (5) tidak dianggap sebagai surat
keberatan.



(7) Tanda pengiriman surat keberatan melalui pengiriman tercatat atau
melalui media lainnya, atau tanda penerimaan surat keberatan yang
diberikan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada Wajib Pajak, menjadi
tanda bukti penerimaan surat keberatan.

(8) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan, jangka waktu pelunasan
atas jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan keberatan
tertangguh sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal penerbitan Surat
Keputusan Keberatan.

(9) Jumlah Pajak yang belum dibayar pada saat pengajuan permohonan
keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tidak termasuk sebagai
Utang Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1).

Pasal 41

(1) Bupati atau Pejabat harus memberi keputusan atas keberatan yang
diajukan oleh Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1).

(2) Dalam memberikan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Bupati atau Pejabat dapat melakukan Pemeriksaan.

(3) Keputusan Bupati atau Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak
tanggal surat keberatan diterima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
ayat (7).

(4) Keputusan Bupati atau Pejabat atas keberatan dapat berupa:

a. menerima seluruhnya dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib Pajak;

b. menerima sebagian dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil
penelitian sebagian sama dengan Pajak yang terutang menurut Wajib
Pajak;

c. menolak dalam hal Pajak terutang berdasarkan hasil penelitian sama
dengan Pajak yang terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang
diajukan keberatan oleh Wajib Pajak; atau

d. menambah besarnya jumlah Pajak yang terutang dalam hal Pajak
terutang berdasarkan hasil penelitian lebih besar dari Pajak yang
terutang dalam surat keputusan/ketetapan yang diajukan keberatan
oleh Wajib Pajak.

(5) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati
atau Pejabat tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap diterima.

Pasal 42

(1) Dalam hal pengajuan keberatan Pajak dikabulkan sebagian atau
seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dihitung
dari Pajak yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua ﬂ
puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan.

(3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib %
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh
persen) dari jumlah Pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi
dengan Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

Bagian Kedua
Banding

Pasal 43

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada badan
peradilan pajak atas Surat Keputusan Keberatan yang ditetapkan oleh
Bupati atau Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (3) paling
lama 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima dengan dilampiri salinan
Surat Keputusan Keberatan.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan dengan disertai alasan yang
jelas.

Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menangguhkan
kewajiban membayar Pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal
penerbitan Putusan Banding.

Pengajuan banding dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 44

Dalam hal permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan
bunga sebesar 0,6 % (nol koma enam persen) per bulan dihitung dari Pajak
yang lebih dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat)
bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.

Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan
pelunasan sampai dengan diterbitkannya Putusan Banding.

Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi
administratif berupa denda sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) tidak dikenakan.

Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib
Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 60% (enam puluh
persen) dari jumlah Pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan
Pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

Bagian Ketiga
Gugatan Pajak

Pasal 45

Gugatan Wajib Pajak atau Penanggung Pajak terhadap:

a. pelaksanaan Surat Paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan,
atau pengumuman lelang;

b. keputusan pencegahan dalam rangka Penagihan Pajak;

c. keputusan yang berkaitan dengan pelaksanaan keputusan perpajakan,
selain yang ditetapkan dalam Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41; dan

d. penerbitan surat ketetapan pajak atau Surat Keputusan Keberatan«p *

yang dalam penerbitannya tidak sesuai dengan prosedur atau tata cara
yang telah diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan,
hanya dapat diajukan ke badan peradilan pajak.
Pengajuan gugatan dilaksanakan sesuai dengan Kketentuan peraturan
perundang-undangan.



BAB XI
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Pasal 46

(1) Atas kelebihan pembayaran BPHTB, Wajib Pajak dapat mengajukan
permohonan pengembalian kepada Bupati atau Pejabat.

(2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran BPHTB sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. ditandatangani oleh wajib pajak;

b. dalam hal permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak harus
dilampiri dengan Surat Kuasa bermeterai cukup;

c. diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang
jelas; dan

d. dilampiri fotokopi ketetapan pajak dan SSPD yang dimohonkan
kelebihan pembayaran.

(3) Bupati atau Pejabat melakukan penelitian atau penghitungan kembali
atas permohonan kelebihan pembayaran BPHTB yang diajukan oleh Wajib
Pajak.

(4) Hasil penelitian atau penghitungan kembali sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) digunakan sebagai dasar memberi keputusan.

(S5) Bupati atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan
sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran
BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan
keputusan.

(6) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah
dilampaui dan Bupati atau Pejabat tidak memberikan suatu keputusan,
permohonan pengembalian pembayaran Pajak Daerah dianggap
dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling
lama 1 (satu) bulan.

(7) Apabila wajib pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan
pembayaran BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Pajak lainnya.

(8) Jika wajib pajak untuk periode atau masa pajak berikutnya masih ada
kewajiban yang belum terpenuhi/dibayar, Kkelebihan pembayaran
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) akan diperhitungkan untuk
membayar kewajiban Pajak dari Wajib Pajak yang bersangkutan.

(9) Jika wajib pajak tidak mempunyai utang atau kewajiban pajak periodeA
berikutnya, pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana
dimaksud pada ayat (7) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) p ’
bulan sejak diterbitkannya SKPDLB.

(10) Jika pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat t
2 (dua) bulan, Bupati atau Pejabat memberikan imbalan bunga sebesar
0,6 % (nol koma enam persen) perbulan atas keterlambatan pembayaran
kelebihan pembayaran pajak.



BAB XII
PEMBETULAN DAN PEMBATALAN KETETAPAN

Bagian Kesatu
Tata Cara Pembetulan

Pasal 47

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat
dapat melakukan pembetulan STPD, SKPDKB, SKPKBT, SKPDN, atau
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

(2) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Surat
Keputusan Pembetulan.

(3) Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembetulan
atas kesalahan atau kekeliruan yang bersifat manusiawi yang tidak
mengandung persengketaan antara Pemerintah Daerah dan Wajib Pajak,
yaitu:

a. Kesalahan tulis, antara lain kesalahan penulisan Nomor Objek Pajak,
nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, luas tanah dan luas bangunan;

b. Kesalahan hitung, antara lain kesalahan penjumlahan, pengurangan,
perkalian dan/atau pembagian suatu bilangan; dan

c. Kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-
undangan BPHTB, antara lain kekeliruan dalam penerapan tarif,
kekeliruan dalam penerapan Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena
Pajak (NPOPTKP), kekeliruan pengenaan BPHTB dan kekeliruan dalam
penerapan sanksi administratif.

(4) Permohonan pembetulan hanya dapat diajukan oleh Wajib Pajak atau
kuasanya secara perorangan.

(5) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus
memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. setiap permohonan hanya dapat diajukan untuk 1 (satu) Surat
Keputusan atau Surat Ketetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

b. permohonan diajukan kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk dan
diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia disertai alasan yang
kuat guna mendukung permohonan wajib pajak.

c. surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

(6) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati atau Pejabat menindaklanjuti
permohonan tersebut dengan melakukan penelitian terhadap permohonan
Wajib Pajak.

(7) Dalam rangka penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Bupati atau
Pejabat dapat meminta data, informasi, dan/atau keterangan yang
diperlukan.

(8) Dalam hal pembetulan didasarkan atas permohonan Wajib Pajak
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati atau Pejabat wajib
menerbitkan Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat
permohonan pembetulan diterima. &

(9) Surat Keputusan Pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) berisi
keputusan berupa: s B
a. mengabulkan permohonan Wajib Pajak dengan membetulkan +

kesalahan atau kekeliruan yang dapat berupa menambahkan,
mengurangkan, atau menghapuskan jumlah Pajak yang terutang,
maupun sanksi administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan
Pajak; atau



(10)

(1)

(2)

b. menolak permohonan Wajib Pajak.

Apabila setelah diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan ternyata masih
terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam
penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, Wajib
Pajak dapat mengajukan lagi permohonan pembetulan kepada Bupati atau
Pejabat, dan atas permohonan pembetulan tersebut Bupati atau Pejabat
dapat melakukan pembetulan lagi secara jabatan.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembatalan

Pasal 48

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Bupati atau Pejabat
yang ditunjuk dapat membatalkan STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau
SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau
kesalahan hitung dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu
dalam peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.

Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila
STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN atau SKPDLB tersebut seharusnya
tidak diterbitkan antara lain karena objek pajak tersebut termasuk objek
pajak yang tidak dikenakan BPHTB, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2

ayat (4) atau karena pembatalan peralihan hak Atas tanah dan/atau
bangunan.

BAB XIII
KERINGANAN, PENGURANGAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU

PENUNDAAN PEMBAYARAN ATAS POKOK PAJAK, DAN/ATAU SANKSINYA

(1)
(2)

(3)

(4)

(9)

Bagian Kesatu
Insentif Fiskal Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan Bangunan bagi Pelaku Usaha

Pasal 49

Bupati dapat memberikan insentif fiskal di Daerah.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan
kepada:

a. pelaku usaha; dan

b. Wajib Pajak non-pelaku usaha.

Insentif fiskal untuk pelaku usaha sebagaiman dimaksud pada ayat (2)
huruf a diberikan dalam rangka mendukung kebijakan kemudahan
berinventasi.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan,
keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak
dan/atau sanksinya.

Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas
permohonan Wajib Pajak atau diberikan secara jabatan oleh Bupati
berdasarkan pertimbangan, antara lain:

a. kemampuan membayar Wajib Pajak;

b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, >

kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena
adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau
pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra
mikro;

R



d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai
program prioritas Daerah; dan/atau

e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program
prioritas nasional.

(6) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
kewenangan Bupati sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan
keuangan daerah.

(7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:

a. kepatuhan pembayaran oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;

b. kesinambungan usaha Wajib Pajak;

c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak terhadap
perekonomian Daerah dan lapangan Kkerja di Daerah yang
bersangkutan; dan/atau

d. faktor lain yang ditentukan oleh Bupati.

(8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak pelaku usaha mikro dan ultra
mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai
dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-
undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.

(9) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum
dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah.

(10) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek
strategis nasional.

Pasal 50

(1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1)
diberitahukan kepada DPRD.

(2) Pemberitahuan kepada DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai
dengan pertimbangan Bupati dalam memberikan insentif fiskal.

Pasal 51

(I) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal
49 ayat (1) merupakan permohonan Wajib Pajak, apabila diperlukan
Bupati atau Pejabat dapat melakukan Pemeriksaan Pajak untuk tujuan
lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1).

(2) Pemeriksaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk
memastikan bahwa Wajib Pajak yang mengajukan insentif fiskal berhak
untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (5) dan ayat (7).

Pasal 52 A

(1) Bupati dapat memberikan insentif fiskal kepada Wajib Pajak non-pelaku¢ &
usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b berupa
keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas
pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah secara jabatan tertentu berdasarkan
pertimbangan tertentu.

(2) Pertimbangan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:

a. kepentingan Daerah dalam rangka:
1. hari ulang tahun Daerah;
2. percepatan target penerimaan,;



3. target Pajak di tahun berjalan telah tercapai; dan/atau
4. penggalian potensi piutang Pajak;

b. limpahan kementerian yang membidangi urusan Pajak.

c. Stimulus kepada Wajib Pajak untuk meningkatkan kesadaran Wajib
Pajak dalam hal tertib administrasi pembayaran; dan/atau

d. Kepentingan sosial kemanusiaan.

Bagian Kedua
Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Paragraf 1
Tata Cara Pemberian Keringanan

Pasal 53

(1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan atas
pokok dan/atau sanksi BPHTB dengan memperhatikan kondisi Wajib
Pajak dan/atau Objek BPHTB.

(2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
berupa kemampuan membayar Wajib Pajak atau tingkat likuiditas Wajib
Pajak BPHTB.

(3) Kondisi Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
berupa lahan pertanian yang sangat terbatas, tanah dan bangunan yang
ditempati Wajib Pajak dari golongan tertentu, nilai objek pajak sampai
dengan batas tertentu, dan objek pajak yang terdampak bencana alam,
kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusuhan.

(4) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 54

(1) Pejabat karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat
memberikan keringanan terhadap sanksi administratif berupa bunga,
denda, dan kenaikan yang dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau
bukan karena kesalahan Wajib Pajak.

(2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan
terhadap sanksi administratif yang tercantum dalam STPD, SKPDKB,
SKPDKBT.

(3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan
paling tinggi sebesar 50% (lima puluh persen).

Pasal 55

Permohonan Wajib Pajak atas keringanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

53 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:

a. 1 (satu) permohonan hanya untuk 1 (satu) objek BPHTB, STPD, SKPDKB,
atau SKPDKBT;

b. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang
ditujukan kepada Bupati melalui Pejabat dengan mencantumkan besarnya __.

keringanan disertai alasan yang jelas; 7
melampirkan: B
1. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas lainnya;

dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena

2. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan denda administratif
kesalahan Wajib Pajak;



(1)

(2)

(3)

(1)
(2)

(3)

(4)

(5)

3. pengajuan keberatan BPHTB tidak dapat dipertimbangkan; dan/atau

4. dokumen pendukung lainnya; dan/atau

5. surat kuasa bermeterai apabila permohonan dikuasakan dengan
disertai salinan identitas penerima kuasa.

tidak memiliki tunggakan BPHTB tahun-tahun sebelumnya.

Pasal 56

Pejabat harus memberi surat keputusan atas permohonan keringanan
paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima
dengan persyaratan dinyatakan lengkap.

Keputusan Pejabat atas permohonan keringanan BPHTB dapat berupa:

a. mengabulkan seluruhnya;

b. mengabulkan sebagian; atau

c. menolak, disertai alasan yang jelas.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat
tidak memberi suatu keputusan, permohonan keringanan dianggap
dikabulkan dan harus dibuatkan surat keputusan keringanan.

Paragraf Kedua
Tata Cara Pengurangan

Pasal 57

Wajib BPHTB atau penanggung BPHTB dapat mengajukan permohonan

pengurangan BPHTB kepada Bupati.

Permohonan pengurangan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan memuat nama,

alamat wajib pajak dan alasan yang mendasari permohonan pengurangan

BPHTB dengan melampirkan dokumen pendukungnya.

Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi

dengan:

a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas yang sah dari pemohon;

b. fotokopi bukti kepemilikan tanah dan/atau bangunan;

c. SSPD BPHTB yang belum dibayar atau SSPD BPHTB yang sudah
dibayar/SKPDKB BPHTB/SKPDKBT BPHTB/STPD BPHTB; dan

d. dokumen pendukung lain yang dianggap perlu.

Pemberian pengurangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan

kepada wajib pajak atau orang yang memperoleh Hak Atas Tanah dan/atau

Bangunan dalam keadaan tertentu.

Besarnya pengurangan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 58

Pengurangan pajak terutang BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57
ayat (1) kepada Wajib Pajak dalam hal:

18

Kondisi tertentu Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan Objek Pajak,

yaitu:

a. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak baru melalui program
pemerintah di bidang pertanahan dan/atau relokasi karena bencana
alam di bidang pertanahan dan tidak mempunyai kemampuan secara
ekonomi maka besaran pengurangan ditetapkan sebesar 75% (tujuh
puluh lima persen);

b. Wajib Pajak badan yang memperoleh hak baru selain hak pengelolaan
dan telah menguasai tanah dan atau bangunan secara fisik lebih dari
20 (dua puluh) tahun yang dibuktikan dengan pernyataan Wajib Pajak



dan keterangan dari pejabat pemerintah daerah setempat dengan
besaran pengurangan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);

c. Wajib Pajak orang pribadi yang menerima hibah dari orang pribadi yang
mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus
satu derajat ke atas atau satu derajat kebawah termasuk suami/istri
dengan besaran pengurangan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh
persen); dan/atau

d. Wajib Pajak orang pribadi yang memperoleh hak atas tanah dan atau
bangunan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana dan Rumah
Susun Sederhana yang diperoleh langsung dari pengembang dengan
besaran pengurangan ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen);

2. Kondisi Wajib Pajak yang ada hubungannya dengan sebab-sebab tertentu,
yaitu

a. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah melalui pembelian dari
hasil ganti rugi pemerintah yang nilai ganti rugi dibawah NJOP besaran
pengurangan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);

b. Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah sebagai pengganti atas
tanah yang dibebaskan oleh pemerintah untuk kepentingan umum
yang memerlukan persyaratan Kkhusus besaran pengurangan
ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);

c. Wajib Pajak yang terkena dampak krisis ekonomi dan Moneter yang
berdampak luas pada kehidupan yang terkena perekonomian nasional
sehingga wajib pajak harus melakukan restrukturisasi usaha dan atau
utang usaha sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah besaran
pengurangan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);

e. Wajib Pajak Badan usaha milik daerah yang melakukan penggabungan
usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi) dengan atau tanpa
terlebih dahulu mengadakan likuidasi dan telah memperoleh
keputusan persetujuan penggunaan nilai buku dalam rangka
penggabungan atau peleburan usaha dari Bupati dengan besaran
pengurangan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen);

f.  Wajib Pajak yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan yang
tidak berfungsi lagi seperti semula disebabkan bencana alam atau
sebab-sebab lainnya seperti kebakaran, banjir dan tanah longsor paling
lama 3 (tiga) bulan setelah penandatanganan akta dengan besaran
pengurangan ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen); dan

g. Wajib Pajak orang pribadi Veteran, Pegawai Negeri Sipil, Tentara
Nasional Indonesia, Polisi Republik Indonesia, Pensiunan Pegawai
Negeri Sipil, Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia, Purnawirawan
Polisi Republik Indonesia atau janda dan duda nya yang memperoleh
hak atas tanah dan atau bangunan rumah dinas pemerintah dengan
besaran pengurangan ditetapkan sebesar 75% (tujuh puluh lima
persen).

Pasal 59

(1) Pemberian pengurangan BPHTB hanya dapat diberikan untuk 1 (satu)
ketetapan BPHTB per objek pajak dan subjek pajak dalam 1 (satu) tahun.

(2) Terhadap Wajib Pajak yang sama dan memiliki beberapa objek, maka wajib "
pajak hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB untuk 1 $
(satu) objek pajak dalam 1 (satu) tahun.

(3) Dalam hal wajib pajak telah diberikan pengurangan, maka wajib pajak
tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB atas objek yang
sama.



(1)

(2)

(3)

(4)

)

(6)

(7)

(1)

(2)
(3)

(1)

Pasal 60

Bapenda melakukan penelitian administratif atas kebenaran dan alasan
terhadap surat permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif dan/atau denda yang diajukan oleh wajib pajak.

Penelitian administrasi terhadap pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif dan/atau denda karena jabatan, dilakukan sesuai
permintaan kepala Badan.

Dalam hal permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi
administratif dan/atau denda yang diajukan memerlukan penelitian dan
pembahasan materi lebih mendalam, kepala Badan melakukan rapat
koordinasi untuk mendapat masukan dan pertimbangan, serta hasilnya
dituangkan dalam laporan hasil rapat pembahasan permohonan
pengurangan atau penghapusan sanksi.

Setelah dilakukan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) Bapenda membuat telaahan atas pengurangan atau penghapusan
sanksi administratif untuk mendapat persetujuan kepala Badan.

Dalam hal telaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetujui,
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, denda dan/atau
kenaikan BPHTB atau STPD BPHTB yang telah diterbitkan.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, denda dan/atau
kenaikan BPHTB dilakukan dengan menerbitkan surat keputusan
pengurangan atau penghapusan sanksi administratif, denda dan/atau
kenaikan BPHTB sebagai pengganti surat ketetapan BPHTB atau STPD
BPHTB semula, yang ditandatangani oleh kepala Badan atau Pejabat.
Wajib pajak melakukan pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
menerima surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

Paragraf Ketiga
Tata Cara Pembebasan

Pasal 61

Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat
memberikan pembebasan terutang BPHTB Tahun Pajak berjalan.
Pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
terhadap yang tercantum dalam STPD, SKPDKB dan SKPDKBT.
Pemberian pembebasan sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat diberikan
paling tinggi sebesar 100% (seratus persen).

Pasal 62

Permohonan Wajib Pajak atas pembebasan BPHTB dilaksanakan dengan

ketentuan:

a. 1 (satu) permohonan hanya dapat diberikan untuk 1 (satu) ketetapan
BPHTB per objek pajak dan subjek pajak dalam 1 (satu) tahun;

b. terhadap Wajib Pajak yang sama dan memiliki beberapa objek, maka
wajib pajak hanya dapat mengajukan permohonan pengurangan
BPHTB untuk 1 (satu) objek pajak dalam 1 (satu) tahun;

c. dalam hal wajib pajak telah diberikan pengurangan, maka wajib pajak

tidak dapat mengajukan permohonan pengurangan BPHTB atas objek “@*

yang sama.

d. tidak pernah mengajukan keberatan atas SKPDKB, atau SKPDKBT
yang diajukan keringanan BPHTB,;

e. mengajukan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang
ditujukan kepada Bupati atau Pejabat dengan mencantumkan
besarnya pembebasan BPHTB disertai alasan yang jelas;

i



(2)

(1)

(2)

(3)

f. melampirkan:

1. salinan kartu tanda penduduk atau identitas diri lainnya;

2. dokumen pendukung yang dapat menunjukkan denda
administratif dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan
karena kesalahan Wajib Pajak; dan/atau

3. dokumen pendukung lainnya.

Dalam hal permohonan atas pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dikuasakan, harus melampirkan surat kuasa khusus
bermeterai cukup.

Pasal 63

Bupati harus memberi keputusan atas permohonan pembebasan BPHTB
paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak permohonan diterima dengan
persyaratan dinyatakan lengkap.

Keputusan Bupati yang ditunjuk atas permohonan pembebasan BPHTB
dapat berupa:

a. mengabulkan seluruhnya;

b. mengabulkan sebagian; atau

c. menolak, disertai alasan yang jelas.

Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat
tidak memberi suatu keputusan, permohonan atas pembebasan BPHTB

dianggap dikabulkan dan harus dibuatkan surat keputusan pembebasan
BPHTB.

Pasal 64

Pembebasan terutang BPHTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1)
dilaksanakan pada:

a.

b.

C.

(1)

Wajib Pajak Badan Korps Pegawai Republik Indonesia yang memperoleh hak
atas tanah dan atau bangunan dalam rangka pengadaan perumahan bagi
anggota Korps Pegawai Republik Indonesia/Pegawai Negeri Sipil;

Wajib Pajak orang pribadi yang mempunyai hak baru melalui program
pemerintah di bidang pertanahan;

Wajib Pajak yang domisilinya termasuk dalam wilayah program rehabilitasi
dan rekonstruksi yang memperoleh hak atas tanah dan atau bangunan
melalui program pemerintah dibidang pertanahan;

Wajib Pajak yang mendapat fasilitas Pembebasan BPHTB kriteria MBR
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22; dan

Tanah dan atau bangunan digunakan untuk Kkepentingan sosial atau
pendidikan yang semata-mata tidak untuk mencari keuntungan antara lain
untuk rumah ibadah, panti asuhan, panti jompo, rumah yatim piatu,
sekolah yang ditujukan untuk tidak mencari keuntungan, rumah sakit
swasta milik institusi pelayanan sosial masyarakat dibuktikan dengan akta
pendirian badan/yayasan.

Bagian Ketiga
Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 66

Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib

Pajak, berupa:

a. perpanjangan batas waktu pembayaran; dan/atau

b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak
terutang atau Utang Pajak.



(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

8

(9)

Perpanjangan batas waktu pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan

kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada

waktunya.

Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau

berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan

Bupati.

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang

atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan

dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar

Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban

pelunasan Pajak pada waktunya.

Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang

atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan

Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam

keputusan Bupati.

Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak

terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan

kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun

terakhir.

Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud

pada ayat (5), dapat berupa:

a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau
lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;

b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran
atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau

c. menolak permohonan Wajib Pajak.

Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama

diberikan jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.

Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang

ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari

jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama

24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu)

bulan.

(10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:

(1)

a. bencana alam;

b. kebakaran;

c. kerusuhan massal atau huru-hara;

d. wabah penyakit; dan/atau

e. keadaan lain berdasarkan pertimbangan Bupati.

BAB XIV
KERJA SAMA OPTIMALISASI PEMUNGUTAN PAJAK

Bagian Kesatu
Kerja Sama Optimalisasi Pemungutan Pajak

Pasal 67

Daerah dapat melaksanakan kerja sama optimalisasi Pemungutan Pajak
dengan:

a. Pemerintah;

b. Pemerintah Daerah lain; dan/atau

c. pihak ketiga.

4
/



(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pertukaran dan/atau pemanfaatan data dan/atau informasi
perpajakan, perizinan, serta data dan/atau informasi lainnya sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. pengawasan Wajib Pajak bersama sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

c. pemanfaatan program atau kegiatan peningkatan pelayanan kepada
masyarakat, khususnya di bidang perpajakan;

d. pendampingan dan dukungan kapasitas di bidang perpajakan;

e. peningkatan pengetahuan dan kemampuan aparatur atau sumber daya

manusia di bidang perpajakan;

penggunaan jasa layanan pembayaran oleh pihak ketiga; dan

kegiatan lainnya yang dipandang perlu untuk dilaksanakan dengan

didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan

publik serta saling menguntungkan.

(3) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan Pemerintah
dan/atau Pemerintah Daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dan huruf b meliputi bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf e dan/atau huruf g.

(4) Kerja sama yang dapat dilaksanakan bersama dengan pihak ketiga
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢ meliputi bentuk kerja sama
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ sampai dengan huruf g.

e ™

Pasal 68

(1) Pemerintah Daerah dapat:

a. mengajukan penawaran kerja sama kepada pihak yang dituju
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (1); dan

b. menerima penawaran kerja sama dari pihak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 67 ayat (1).

(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) dituangkan
dalam dokumen perjanjian kerja sama atau dokumen lain yang disepakati q
para pihak.

(3) Khusus untuk bentuk kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6772 °
ayat (2) huruf a, dokumen perjanjian kerja sama ditetapkan oleh Bupati ‘
bersama mitra kerja sama.

(4) Dokumen perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

subjek kerja sama;

maksud dan tujuan;

ruang lingkup;

hak dan kewajiban para pihak yang terlibat;

jangka waktu perjanjian;

sumber pembiayaan;

penyelesaian perselisihan;

sanksi;

korespondensi; dan

perubahan.

DRS00 o



BAB XV
KEWAJIBAN BAGI PEJABAT YANG BERWENANG TERKAIT
PERALIHAN HAK ATAS TANAH DAN/ATAU BANGUNAN

Pasal 69

(1) PPAT atau Notaris sesuai kewenangannya wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum
menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau
Bangunan; dan

b. melaporkan pembuatan perjanjian pengikatan jual beli dan/atau akta
atas tanah dan/atau Bangunan kepada Bupati paling lambat pada
tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(2) Dalam hal PPAT atau Notaris melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), dikenakan sanksi administratif berupa:

a. denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk setiap
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a; dan/atau

b. denda sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap laporan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

(3) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara wajib:

a. meminta bukti pembayaran BPHTB kepada Wajib Pajak, sebelum
menandatangani risalah lelang; dan

b. melaporkan risalah lelang kepada Bupati paling lambat pada tanggal
10 (sepuluh) bulan berikutnya.

(4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan
ayat (3) huruf b disampaikan langsung ke Bapenda atau melalui jasa
pengiriman.

(5) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan
melalui jasa pengiriman, tanggal jatuh tempo dihitung berdasarkan tanggal
yang tertera pada cap pos.

(6) Dalam hal tanggal 10 (sepuluh) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
b, ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b jatuh pada hari libur, maka jatuh
tempo penyampaian laporan jatuh pada hari kerja berikutnya.

(7) Kepala kantor yang membidangi pelayanan lelang negara yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(8) Bapenda memberikan sanksi denda kepada PPAT/Notaris dan kepala
kantor yang membidangi pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (3) dengan menerbitkan surat tagihan sanksi denda dan dapat
melakukan penundaan validasi SSPD BPHTB sebelum sanksi denda
dibayarkan.

Pasal 70 Q

atas tanah atau pendaftaran peralihan hak atas tanah setelah Wajib Pajak
menyerahkan bukti pembayaran BPHTB.

(2) Kepala kantor bidang pertanahan yang melanggar ketentuan sebagaimana /

(1) Kepala kantor bidang pertanahan hanya dapat melakukan pendaftaran hak 9,
X

dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.



BAB XVI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 71

Dokumen yang harus dilengkapi dalam pelaksanaan pemungutan BPHTB
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku Peraturan Bupati Kubu Raya
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan
Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah

Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 73
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 9 Agqustus 20as

/ BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

Paraf KoJrdihAs

L taris Daerah l u
BT . |
Asizzer " oimumstrasi Umun i 2 |

i BRGRR W A

Diundangkan di Sungai Raya
pada t al ...70.. AguCtus 2005
SEKRE IS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

YUSRA IZAM
BERITA RAH KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2025. NOMOR . S..



A.

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR ¢V TAHUN 2025

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH
DAN BANGUNAN (SSPD-BPHTB)

1. Lembar 1 - Untuk Wajib Pajak
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Petunjuk Pengisian Form SSPD BPHTB

PETUNJUK PENGISIAN SSPD BPHTB

| Formulir ini terdiri dari 6 (enam) lembar. Lembar pertama diterima Wajib Pojok (WP) seb goi bukti pembayaran: Lembar Kedua diterima PPAT
/Notaris, Lembar kefiga diterima Kepala Kontor Pertanahon Kabupaten/Kota; Lembar Keempat drienmc Fungu Pelayanan melalui
Wajib Pojak (WP): Lembar kelimo diterima Bank yang ditunjuk: dan lembar k diterimo b Pe

| | Isiloh SSPD BPHTB ini dengan huruf - stak kapitol atou diketik.

®  Gunackan sotu SSPD BPHTB untuk sefiap setoran dan setiap jenis perolehan hak atas tanah dunla'ou bangunan.

| ] Formulir ini dapat juga digunakan untuk pembay atos suatu pembstulon atau pengungkap s dakb parhitungan WP

CARA PENGISIAN

HURUF A Diisi dengan data WP
Angka 1 s.d angka B Cukup lelos

HURUF B Diisi dengon dato dan jenis perclehan hak atas tanah dan/otou bangunon
Angka 1 Diisi dengan Nomor Objek Pajok (NOP) yang tercantum dolam SPPTPBB atas tanah dan/atau b g yang b gk
Angka 2 s.d angka 6 Diisi dengan letak tanah don/atou bangunan yang haknya diperoleh
wah.denphalsmmwmmmmumworMMwmwmmmmm
Pada kolom ongko 9 dan 10 ager disebutkan Tahun SPPT PBB saat terjadinyo perolehan
Dalam hal NJOP P88 belum ditetapkan /belum ada SPPT PBB ongko 9 dan angko 10 diisi berdasarkan surat
Wn%??ﬂm%ﬁmdoh@nuhmmwmmm
Kerjonya meliputi letak tanah dan bung atas parmoh
Angka 14 Diisi dengon harga transaksi yang terjadi /harga transaksi yang t-ru:ntum dalam Risalah Lelang/nilai pasar objek tersabut

Angka 15 Diisi dengan kode jenis perolahan hak atas tanch dan bangunan sebagai barikut -
Jenis Perolehan Hok | Kode lJenis Perolehan Hok Kode lenis Parolshan Hak Kode
- Pamindohan Hak 01 - P kan dalom per /badon 06 - Pamekaran Usaha 12
- Jual Beli 02 hukum lainnya - Hadiah 13
- Pemisohan hok yong mengakibatkan 07 - Perolehan hok Rumoh Sederhana Sehat dan RSS 14
« Tukar Menukar 03 4 < p
; peralihan melalui KPR bersubsidi *)
- Hibah 04 | . Penunjukan pemberi dolam lelang 08 | - Peemberion hak baru 15
- Hiboh Wasiat 05 - Pelaksanaan putusan hakim yang 09 - Pemberian hak baru sabagai kelanjutan 16
- Waris mempunyoi kekuaton hukum tetap pelepason hak
- Penggabungan Usaha 10 - Pmeberian hak baru diluar pelepasan hak 17
- _Pelebaran Usoha 11
*) Dolam hal Perolehan Hak Rumah Sederh Sehat (Rs Sehal/RSH) sebagaimona dictur dalam k M i Pemuki dan
Prasarana Wiloyah No. 24/KPTS/M/2023 g god: per han dan p ki d dukungan fosilitas Subsidi
Perumahan sebugaimana telah divbah dengan Keputusan Manteri Pemuki dan Pro: W’Ilcyuh No. 20/KPTS/M/2004 dan rumah
Susun Sederhana yang dilakukan melolui Kredit Pemilikon Rumah bersubsidi (KPR bersubsidi) yang pemb y gocu pada

Menteri Pekerj Umum No. 60/PRT/1992 tentang parsyaratan Teknis Pembangunan Rumah Susun.
Angka 16 Diisi dengen nomor sertifiket atas tanch den/atou bangunan bersangkuton

HURUF C  Diisi dengan akumlasi aias niloi-niloi parol hak yang h diperoleh sebel yo untuk dukung angka ini, dapat digunakan
lembar bohon untuk jukkan detail perhitung
HURUF D  Diisi dengan penghitungan Bea Perolehan atas tanah dan Bangunan (BPHTB) oleh WP
Dalom hal SSPD BPHTB digunokon untuk sei berdosorkon STB/SKBKB.SKBKBT sebagaimana hurut D. b otou berdasarkan
huruf D.d huruf C tidak perlu diisi
Angko 1 Nilai Perolehan Obijek Pajak (NPOP) diisi deng hargo i/nilai dosor objek pajok sebahaimona huruf B ongka 14.

Nomun, dalam hat
NPOP fersebut fidak diketahui atou lebih rendah dari NJOP PBB mako NPOP diisi dengan NJOP PBB sebogaimana huruf B

unqknl: Dohmhulwryung k p h ima paralihan hok, maka angka NPOP ini harus
9 kumulk vm.ilm kumulosi sebelumnya belum h dikenai PBHTB maka NOPOQ dihitung sebagoi
e ke 4 Loty
Angka 2 Biisimuaiw;lbmmnNPOPTKPuuluiKabum-nﬂolcm L yang ditetapkan Kepale Dasrch

i E'Lf:rmm mangenai besarnyo NPOPTKP dapat diperoleh melalui DPPKAD setempat)
Angka 3 up Jelas

Angka 4 Diisi dengan hasil perkalion antara NPOPKP (ongka 3) dengan tarif pajak sebesar 5%

HURUFE  Diisi dengon memberi tonda “X* pada kotok yang sesuai dangan dasor g WP melakuk pajak
Huruf a. Jike ckan dilakuk bagai huruf C
Huruf b. Jike dilakukan tidak menggunakan perhitungan di huruf C, tatapi menggunakan Surat tagihan Pojok Doerah BPHTE

(STPD). hmwm:manmhMMMwmm atou Surat Ketetapan Bec
Perolehan Hak otas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar Tambohan (SKBKET)
Huruf ¢ l&cwrnmhmmlhrhnluumhnundapﬂ!hanpmumngondnnwnﬂnhmuhwumododhumlc Diisi
el Boas barlak
Huruf d hlwmdopmdumrlkmnhmnhmsdnhhmda huruf b dan huruf ¢, seperti sel berdasarkon SK Pembaetulan/SK
KaumemmnhMMmmnhnmmmprqdmhnth—mmmm
di HURUF C.

BAGIAN JUMLAH PAJAK YANG DISETOR diisi memperhatikan HURUF D-4 dan pilihan pade HURUF E.
Jika E-a dipilih, moka jumlah setoran menggunakan D-4
Jika E-b dipilih, maka jumloh setoron sejumlah nilai yang dinyatokan di E-b.
Jika E-c dipilih, mako jumlah setoron menggunokan D-4 dikalikan dengon prosantas yang di kon di E-c.

Jika E-d dipilih, meka jumlah setoran sejumich nilai yang dioyatokan di E-d.
Jumich satoron tersebut diisi dengan angka (dalom kotak) dan huruf {pada bagian yang diarsir).

Catatan: Dalom hol BPHTB yang seharusnyo terutong nihil (nol) maka WP tetop mangisi SSPD BPHTS d 9 berikan k “NIHIL"
bagion JUMLAH SETORAN, SSPD BPHTB nihil cukup dikelahui oleh PPAT/Notaris dengan menandatangani kolom yang !doh disadiakan
(WP tidok periu ke Bank Yong Ditunjuk)

q
.
k



2. Lembar 2 - Untuk PPAT/Notaris Sebagai Arsip

R - —r ¥ w.pw S —— S — - - - . . =
.

? SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Lembar
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD-BPHTB) 2

S KABUPATEN KUBU RAYA mmlmﬁmm &mm&m wﬁw
?, BADAN PENDAPATAN DAERAH i o
f PERHATIAN: Bacalah petunjuk pengisian pada halaman belakang lembar ini terlebih dahulu.
BE A v L L PR EETI PP E-ET TR PE LI L ET T b
f 2 NPWP 20 VS i 2 0 e S N S

3. Alamat Wajib Pajak -

4 Kelurahan/Desa 5 RTRW 6. Kecamatan -

| 7. KabupalenMota - 8. Kode Pos ; EI:D:D

s nmoronepaagvorress - (1 ] (1] LT T ] CTT1 CITT] CIIT] O]

2 Letak tanah dan atau bangunan

t 3. Kelurahan/Desa 4. RTRW
L
I 5. Kecamatan : 4 6. Kabupaten Kubu Raya
; Penghitungan NJOP PBB :
; ————i P2 T
raian { ﬂ')wﬂ-lm ( higin, —'l'{-’hn Luas x NJOP PBB / m*
Tanah { bumi } 7 m | 9| Rp 11| Rp
[“ingia Vv anghs V|
Bangunan 8 m? |10| Rp 12{ Rp T
NJOPPBB: [13| Rp
[engha T3 angka 17
15, Jenis perolehan hak atas tanah dan atau bangunan : Dj, 14, Harga transaksi | Nilai pasar : [ Rp J

16. Nomor Sertificat - HMHGB/SU BTN ERESES TS

AKUMULASI NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA

D. PENGHITUNGAN BPHTB ( Hanya diisi berdasarkan penghitungan Wajib Pajak )

| 1. Nilai Perolehan Objek Pajak ( NPOP ) memperhatikan nilai pada B. 13,, B. 14., dan C 1 |» Rp
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) memperhatikan nilai pada C 2 [» Rp
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak ( NPOPKP ) angka f-angka 2 | 3 [P Rp
4. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang Skxangkad |4 [P Rp
E.  Jumiah Setoran berdasarkn \
[[] a Perhitungan Wajib Pajak
[C] b STPDBPHTB/SKPD KURANG BAYAR / SKPD Nomor : Tanggal :
KURANG BAYAR TAMBAHAN *)
[T] © Pengurangan diitung sendii menjadi:[_ | | % berdasarkan Peraturan KDHNo - ..........
[:[ T A TR = o M|
JUMLAH YANG DISETOR (dengan angka): (dengan huruf):
(berdasarkan perhitungan D4 dan pilihan di E) I t 3 nat : $ "] i
*) Corel yang lidak perlu .
................ T R ING, | J MENGETAHUI: DITERIMA OLEH: TELAH DIVERIVIKASI
WAJIB PAJAK PPAT / NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB BADAN PENDAPATAN DAERAH
TANQRL ..o KABUPATEN KUBU RAYA
Nama lengkap dan tanda tangan Nama lengkap, stampel dan tanda tangan Nama lengkap, stampel dan tanda tangan Nama lengkap, stampel dan tanda tangan
e NomorPendataran [ | [ [ 1 [T T [ ] [ I 1]

seneoot | | vomaso  CTTL]

i.% ,Q bt vzsu.. BVSUII SRR o4 GRS G2t 11 WP (WSS LU VOV L QAT OGSy PSP ORE A9 JEL 3 VSRR R W TS RS N NEECERTE L ey TR T ORI RIS T - P R LSO SN STV G SRR SN, (PRI e



3. Lembar 3 - Untuk Kepala Kantor Bidang Pertanahan

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Lembar
| BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD-BPHTB) 3
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Untik Kepala Kertor
) e b PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (SPOP PBB) st e
BADAN PENDAPATAN DAERAM
PERHATAN: Bacalah petunjuk pengisan paca halsman belakang mbar ine becwbih dahuly,
A tasssvnranc L TRy T T T FT P R EEEEET I T I T L1
2 NPWe I T e 1 I T i % I e 3 o W G
3 Mwal Wejt Pk
& KelwahanDiss SRIAW & Kocamanan

7 Katngoktans toonp [ TTTT]

L emamrsmponees (L1 (1] (117 T O] CIT1 O

2 Letek tarah dan aviu berguean

3. MelashaDess 4 RTRW 5
§._4ecamyisn 6 KabupaenKbuRaya
Perghtungan RIOP FES
PRSI e
o (l.fi.:ﬂ ] N ._., s r?‘r{—mm { boipiag : IT-'- Luas a NJOF PBE / m'
RSt ) 4 ok bl v (il fe " n
Banguman B o~ 10| Rp 2| Ro R
et v 2 [

15 Jens peeienan hak #Rs 1anah dan das hangunia ED 4 Harga Tansaicsi { Nlsd pasar © I_ Rp

C. AKUMULAS! NILAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA

D PENGHTUNGAN BPHTB | Hanya i beedasarkan peeghitungan Vi Paas )

NP

1, Nk Peroketon Otysk Pajat { NPOP ) memperhaticsn rils pada B 13, 8. 14_ dan C 1> Ry
2 Ny Parolenar Otek P2ak Tidak Kena Paak { NPOPTKP ) mamperhaaban mix pada C 2> Rp
3. il Perokinan Otyek Pysi Kena Pasak | NPOPKP | angha t-amga2 |3 | Rp
4 Bea Perglchan Hak s Tansh dan Bargunan yang lertarg | ampre3 |4 P RO
E  Jumiah Sedoran badasarean
[0 & Pemiuge wain Py
[ v STPDBPHTB/SKPD KURANG BAYAR / SKPD My, Tanggal :
KURANG BAYAR TAMBAHAN *)
7] © Pongwangan dhitwg sandei menzad [ | ] % bentasarkan Peraturan KDHNO - ..vomcre oo
ja] e
JUMLAH YANG DISETOR (oengan angkal dengan Fund):
(tondssarban pertngon D g piban A E) l i
°) Corat yang Mo paty
(o 7w MENGE AH DITERMA OLEH- TELAH DVERIVHAS]
WALIB PAAK PPAT | NOTARS TEMPAT PEMBAYARAN SPHTE BADAN PENDAPATAN DAERAH
j o KABLPATEN KUBU RAYA
Ao bergiag T3 NG g N3N G0 2RO 180 20 g Nary gt yoel fan e g Nara e wargel 2an Seads beegen,
ok NmorPercataean | | | [ ] L[ [ ] [TT]]

oo P | s’ [T




4. Lembar 4 - Untuk BAPENDA dalam Proses Penelitian

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Lembar
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD-BPHTB) 4
Untuk BAPENDA
KABUPATEN KUBU RAYA m“mwmmﬁm o calam Proses Peneltian
BADAN PENDAPATAN DAERAH

I PERMATIAN: Bacalah petasjuk pengisian paca halaman befakang lembar ini tertebih dahuly.

A1 NawaWsjbPas .

e S T E P EE T T T T 1 1]

2 newp 8 0 15 2 5 01 0 N e [ o 5 O

3. Mowrt Wiojb Pk - e e e T
& Kehwahan Diss 5 RUsw € Kecamatin |

7 KabusaleniKazs

ccourn (T T T 1]

55 1 G L () i

8 1. Nomor Otiee Paae (NOP) FEE

2 Luldh Larah dar & targuren

3 KehrahanDeaa 4 RTRW
§ Kecamstan £ Kabruptien Kb Raays
Perghiungn NIOP FB3
Uraia [ wm‘n!gaw o mmﬂmzm \l
n f U 'd
ai = Fw Yooy i o -!‘n Loas a NJOP FBB /' v
Tonsh {2 ) rL w o | e
2y = el S - E e CaalaYransla ¥ ]
Banguran 8 =% {10| Rp 2| R
aorrBe 3| Re E

15 Jeis coromtan hax at3s lansh Can ala. banganen EI:J M Horgs rarasksi { Nilsi passr L

16 Nomer Senfur MUMGRSU FEEEEREO DA EE R

C. AKUMULASI NLAI PEROLEHAN HAK SEBELUMNYA

PENGHTUNGAN BPHTB { Hanya it berdsmarkan peruhiturgan Vi Pojat )

1 Niai Perclonar Otk Pajak | NPOP ) memperhatican mia pada 8 13, 8 14 dan ¢ 1> Rp
2. Nias Peroletan Ojek Pajsk Tidak Kena Pajak ( NPOPTKP ) mempersian ni pads C 2> R
3, Nils Perck=an Obyek P3ak Kena Pgak | NPOPKP | angle & mghe 2 3]5 Rp
4 Bea Perclehan Hak atas Tarak dan Bamgunan yarg tentang Sreghad |4 }D Rp
£ Jumiah Setoran berdassrban
[] = Fetitungen Vii Paan
[C] b STFDBPHTB: SKPD KURANG BAYAR / SKPD S Tanggal
KURANG BAYAR TAMBARAN )
(Bl Pengurangan dhitsg sensn mangas [ || % berdasantan Posaturan KDH No
JUMLAH YANG DXSETOR (dangan sngka) [0angan huns):
(bevdasarha pariitungan D4 dan pdvhan & D) l_ J
*) Coret yar Ao fwy -
TR ATAL | N . U5 MENGETAHU DITERMA CLER TELAH DVERVIKAS
VIAJB PAIAK PPAT ! NOTARIS TEMPAT PEMBAYARAN BPHTB BADAN PENDAPATAN DAERAK
Taggal . .. = KASUPATEN KUBL RAYA
Nava engop S nd) egar Koy g HMFOe 4 Lrca trpan NaTE g, Lo A Unde W Parra wrghic, sLavgad de) tande 30O
Vorye dos cun NomerPancataran [ [ [T [T 111 TT7]
wosiene: | | e’ (TTT]

- =



5. Lembar 5 - Untuk Bank yang Ditunjuk/Bendahara Penerima

:

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Lembar
, BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD-BPHTB) 5
BERFUNGSI SEBAGAI SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK Ureust Bank yarg
BADAN PENDAPATAN DAERAM

PERWATIAN Bacalsh petunjuk pengis an pada Maleman brissang wmbar @ tecabd® dahulu
A veawersa: LI T T T TV TT TP T T T T TP TITTITII101]
2 e I e 1 L 9 G

3 Aamal Waid Pejsh .8 7 s Es
& Mabrshar Dita B 5 RTRW 6. Kecamutan
7 Kabusakenats edateres [ | ] | | |
B. 1. Nomer Ches Pask (NOP| FSD [._..l_l I I I [ ] l ] i ] l I [ [ I ] [ l I ] | D
2 Lata tarah dan atai Wanpren 11 =S OR D E
1. delurshariDess 4 RIAW
$ Keangin b Kabspaen Koty faya
Perghitusgan NJCP FB3
S 11 T
Uraian : i (o wn\rw‘mwm [ .M‘ Loy u\‘.—n Luas c NOP FES I m
| Tanah | pami | T Ll“' ‘El =) "R
= | | S
Barguny GJ Iﬂ"' 0 Re 2| R
NIOP PRE 13| R
R

13 Jenes pemehan mak w3 teat dan dau targunan Dj 14 Harga vansass / Mis passr [
16 Nomae Serriiat HMHGBISU 160 TR T O N O A Y A

AKUMULAS| NILA PEROLEHAN HAK SEBELUMMYA
PENGHITUNGAN BPHTE | Haya disl bardasarkan pangniungan ‘hiagh Pak |

1 Niai Perciehan Obet Pajsh | NPOP ) memperhaiian is' cada 5 13 8. 14 _aan € 1R
2 Nl Perciehan Otess Pajsk Tioak Kora Pagk | NPOPTHP ) mompwrhatian mla pads © 2R
3 Niai Percienan Ctyse Pask Kena Pajsk | NPOPKP ) argha t-angha [ 3 (P Rp
4 Bea Percichan Hae atas Tanah dan Bangunar yang enitarg nampay |4 [P Ro
E. Jumnish Setorsn berdssakar
[ a Pembungan wajb ek
[] b STPDESHTE | SKPD KURANG BAY/AR | SKPD Noma: Targgal
KURANG BAYAR TAMBAHAN *
(] «© Pengurangan divung sendin merjad [ || % bercasarkar Puraturan KDHAG oo
0 e
JUMLAH YANG DISE TOR |dengan argha) (dargan tund;
(avdiazarkan perfiungay D4 don pdhar o £ r I
%) Civst onyg Vi et -
Y 0= WENGE TARL| DITERING OLEH. TELAH DIVERIVIAS)
HAJIB PAIAK PPAT { NOTARIS TEMPAT FEVBAYARAN BPHTE BADAN PENDAPATAN DAERAM
Toggel . KABUPATEN KUBU RAYA
Nani ko dr 305 I PEra esgaag SRTE LF 00 A RT3 MG SIIT A ST Tt angon Nt ey saegel G W e L

ki nomrpsasatarn | [ [T ] LT T T] (1T
RIS RO Nomr Arsp ] T—I |>I




Lembar 6 - Untuk Bank yang ditunjuk/Bendahara Penerima sebagai Laporan

ke BAPENDA

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH Lembar
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
(SSPD-BPHTB) 6
ERFIIl GS! SEBAGAI MBERITAHUAN OBJEK PAJAK Ui Sork yaeg
SABUPIIEN B RATA : PAJAK mwx:sm {SPOP PBB) sy ey

BADAN PENDAPATAN DAERAM
PERMATIAR. Bacalar petunjut pengmia= pada halaman belakang lembar mi terledi dahulu.

Armmwarge s LIE L TV T T TV TV P T I TT T T I TN
2 wewp EET{EERY O 0 EE 13
3, Alnd Wagb Pagmt £ .

4. KeraranCesa S RTRHM 6 Kecanaan
7

gt v (T T T 1]

B vmmeonermaponess L1 ) (1] (111 (T (T CIT1T11 0O

2 Letak tanan S alay banpnan

3 KewraranCesa 4 JTRN
$ Kacamwan § Kabusolen Kb Reya
Perghiurga~ NJOP PBE
| Luss NJOP PSE ' o'

Yraiaa | Do LS LA A SN MUY JAY) | DA 2emaonan SAPT PES Wi NS Lluas c NJOP B8 ' '

RSN "arpa tpurihe | [ TR ]

| Tanah { buvi | 7 1[mx |8 Ry 1| mp

Bargusan ] Imﬁ 10 Rp 12| Rp

NJOE PBE: 13| R

15 Jorus parohan hal s tara din saubangunsn ||| W Hogsrssls /Moo | RD

16 Momor Serfieat HWHGASU ERYebdal Bl U1 T

C.  AKUMULAS! NLAI PEROLEMAN HAX SEBFLUMNYA

PENGHTUNGAN BPHTB | Hanya disi berdasarkan parghitungan 7ajh Pajak |

1 Nila Percienan Otek Paak | NPOP | mempematvan nivpace 8 11, 8 14 dan C 1 | Rp

2 Nz Parcianan Otk Paah Tdek Kena Pagh { NPCPTKP | mamperhaiivan aia pada C z|»> Rp

3. Nia Perchanan Obiek P33k Kena Pajsh { NPOPKP )

wngha t-anghe 2 3 | Rp

4 Bea Penishan Hak mtas Tarar car Bang.ran yang erarg aasgey |4 | Rp

E  Jumiah Setorn berdacrisr
[] s Pebitungs vesjb Pk
[} t STPCEPHIB I SKPD KURANG BAYAR ) SKPD Momor Tanggs
KURANG BRYAR TAMBARAN ']

[[] = Pengurangan diitun; sendr menjaci D:] * berdasatan Peraturan KDH No

] Sbde e o S

JIMUAH YANG DGETOR (sengan angkal’ dergan runif):

T J

J

fLernsssanan partilungan DI gu pi¥an & £) ‘]
) Conel pag Wiae pa .
g WU s oy 5 MENGETAHE DITERIMA OLEH, TELAH DIVERWVIKASI
WAJIB PAJAK PRAT ! NOTARIS TEMPAT PEVBAYARAN BPHTS BADAN PENDAPATAN DAEARRH
Targgat KABUPATEN KUBL RAYA
Nariy bangheg dut e ey ey M0 nghap. dtatDe dan 06 e NI vy SIS S DN Largan N by Fgel S Lk Legan

— memapeastrnn [ [ [ 1] (T 171 (117
PETUCAS SAPENCA Nomor Arsp E:Dj

PRSI — i




B. FORMAT FORMULIR PERMOHONAN PENELITIAN SSPD BPHTB

Kepada:
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Lampiran : Kabupaten Kubu Raya
Hal : Permohonan Penelitian di
SSPD BPHTB Sungai Raya

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Wajib Pajak
NPWPD/NIK
Alamat
RT / RW
Desa/Kelurahan
Kecamatan
Kabupaten /Kota

..............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

...............................................................................
..............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

Bersama ini menyampaikan SSPD Pajak BPHTB untuk diteliti atas Obyek
Pajak sebagai berikut :
NOP :
Alamat
RT / RW
Desa/Kelurahan
Kecamatan § rerensesnean e R AT RSN S SR S R S BT
Kabupaten :Kubu Raya

...............................................................................
..............................................................................
.............................................................................

..............................................................................

Terlampir dokumen sebagai berikut :

. SSPD BPHTB yang akan diteliti.

. Fotokopi SPPT atau STTS dan SSPD PBB/Bukti Pembayaran PBB lainnya.

. Fotokopi KTP wajib Pajak.

. Surat Kuasa dan fotocopy KTP Kuasa, bila dikuasakan.

. Fotokopi Surat Keterangan Waris/Surat Kematian/Surat Keterangan
Hibah/Surat Keterangan Lelang/Pendirian Badan Hukum/perjanjian
pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain/putusan hakim/Surat
Pengumuman Pemenang atau Keterangan dari pemberi hadiah.*)

A WN -

Demikian disampaikan untuk dapat dilakukan penelitian SSPD

BPHTB. A

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *) «*

Keterangan: /

*) Coret yang tidak perlu



FORMAT SURAT PERMINTAAN DATA/ATAU INFORMASI DALAM RANGKA
PENELITIAN SSPD BPHTB

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Hal : Permintaan informasi
dalam rangka penelitian SSPD BPHTB

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor ................. tanggal ................
perihal permohonan penelitian SSPD BPHTB, dengan ini Saudara diminta untuk
memberikan keterangan mengenai data dan/atau informasi terkait dengan
transaksi pembelian tanah dan/atau bangunan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Nama SRR TR PR WA B S e e SRR AT S5 SR e n s v e e e e sl
Jabatan R N T . S
Tanggal APy R
Tempat R (Badan Pendapatan Daerah)

paling lama 2 (dua) hari kerja setelah diterimanya surat ini.
Apabila dalam jangka waktu tersebut di atas, Saudara tidak memberikan
data dan informasi yang diperlukan, surat permohonan penelitian akan diproses

dengan data dan/ atau informasi yang ada.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

A '
/



D. FORMAT LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN SSPD

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN SSPD

.....................................

......................................

Nama
NIP
Jabatan
Nama
Jabatan

..............................................................................
...............................................................................
..............................................................................
..............................................................................

..............................................................................

Berdasarkan Surat Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu
Raya NOmMOT .....csusmsisnsnsss tanggal ........coovvvvniinennnnnns telah mengadakan Penelitian
Lapangan pada tanggal ............cccvveunennn. atas SSPD BPHTB yang disampaikan oleh
Wajib Pajak :

Nama

Alamat

dengan obyek pajak
NOP

Alamat

..............................................................................
..............................................................................
.................................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Berdasarkan penelitian lapangan tersebut diperoleh fakta (terlampir),
sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian SSPD BPHTB.

Penelitian ini dilakukan dengan sebenar-benarnya, mengingat Sumpah
Jabatan.

Petugas Peneliti,

st iiieresns nckeniisiimmsateiss
BIP s iosssimasizsninennens
1 T
NIP...... ccvevnrsesoroacse
Mengetahui :
Kepala Bidang.................. Kepala Kasubbid ...............
NIP....oooooroooeereennenn. B Pt



LAMPIRAN LAPORAN HASIL PENELITIAN LAPANGAN SSPD BPHTB

.................................................

.................................................

Petugas Peneliti,



E. FORMAT SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda kuburayakab.go.id

SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN BPHTB
Nomor :......cccoeeenvincunnnnnn.
Kepala Badan Pendapatan Daerah

Memerintahkan
Nama-nama tersebut dibawah ini

No. NAMA /NIP PANGKAT / GOL. JABATAN

Untuk melakukan pemeriksaan di bidang perpajakan sesuai dengan Undang
Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya
Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dibawah ini :

Data Wajib Pajak
- Nama

- NPWPD

- Alamat

Data Objek Pajak
- NOP

- Lokasi

- Luas Tanah

- Luas Bangunan ...
Masa dan Tahun Pajak : ................ 7« [ e
Tujuan Pemeriksaan @ .......cccccviiiiiiiiiieiinirieineeneeinns

..............................................
..............................................

..............................................
.............................................

.............................................

Sungai Raya,......c...........

Kepala Badan Pendapatan Daerah Q
Kabupaten Kubu Raya,

NIP. /



FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PEMERIKSAAN BPHTB DAN PEMINJAMAN
DOKUMEN

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor ¥ s easanan s aE Sungai Raya,...................
Hal : Pemberitahuan Pemeriksaan
BPHTB & Peminjaman Dokumen Kepada Yth.
Lampieam. 3 wasaammemniy o 0" al e T miecies e ske s banu s sts
Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan BPHTB Nomor -....... tanggal......... 5

dengan ini diberitahukan bahwa :

No. NAMA/NIP PANGKAT/GOL JABATAN

Untuk melakukan pemeriksaan BPHTB terhadap Saudara dibawah ini:

Data Wajib Pajak
- Nama

- NPWPD

- Alamat

Data Objek Pajak
- NOP

- Lokasi

= LEABTERAR 3z Bocasinersmveisassssisnseiosi snss
- Luas Bangunan ) pen s ronnss v AR SRR A SN AT
Masa dan Tahun Pajak : ................ s/d
Tujuan Pemeriksaan

..............................................
..............................................

..............................................

.............................................

.............................................

.....................

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara diminta untuk meminjamkan dokumen,
memberikan bantuan sepenuhnya serta memberikan keterangan yang diperlukan.

Menolak untuk dilakukan pemeriksaan atau tidak membantu kelancaran jalannya
pemeriksaan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian Saudara dan atas kerjasamanya diucapkan
terima kasih.

Diterima oleh | oo,

Jabatan = | L

Tanggal = | .,

Tanda tangan/cap | ..c.cccceeveiineniennncnnnnn.
Sungal Rava, . ..csssnssns
SUPERVISOR



G.

FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN HASIL PEMERIKSAAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor <38 SO R, B T Sungai Raya,...............
Sifat : Sangat Segera

Lampiran e TRt R e e L Kepada Yth,

Hal : Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan

...................................

Sehubungan dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak Daerah
Nomor: ... tanggal......... , bersama ini disampaikan hasil Pemeriksaan
sebagaimana terlampir. Saudara dapat memberikan tanggapan tertulis dalam
jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat ini, dalam
bentuk:

a. Lembar Pernyataan Persetujuan Hasil Pemeriksaan, dalam hal Saudara
menyetujui seluruh hasil pemeriksaan; atau

b. Surat sanggahan yang disertai dengan alasan yang mendukung sanggahan,
dalam hal Saudara tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan.

Mengingat hasil pemeriksaan tersebut berkaitan dengan kewajiban pajak yang
harus Saudara penuhi, dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja sejak
diterimanya surat ini Saudara diberi kesempatan untuk hadir dalam rangka
melakukan pembahasan akhir basil pemeriksaan.

Apabila Saudara tidak memberikan tanggapan tertulis atas hasil pemeriksaan dan
tidak hadir dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam jangka waktu
tersebut, maka hasil pemeriksaan dianggap telah Saudara setujui dan pembahasan
akhir hasil pemeriksaan dianggap telah dilaksanakan serta kewajiban pajak
Saudara akan dihitung sesuai hasil pemeriksaan tersebut.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima
kasih.

Diterima oleh

..............................

Jabatan = | .

Tanggal | .,

Tanda tangan/cap | ....cccoeeviiiiiiaeaneennnn.
SUPERVISOR,
NIP.



H. FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR (SKPDKB)

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JI. Supadio Telp (0561)722744 Fax (0561)734026 Kode Pos 78391
SUNGAI RAYA

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR

(SKPDKB)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Nomor
Tanggal Penerbitan  :
Tanggal Jatuh Tempo :

1. Berdasarkan Pasal ....Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor ...... Tahun ..... tentang Tata Cara
Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, telah dilakukan pemeriksaan atau
berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan bangunan terhadap :

Nama :

Alamat :

Atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dengan :

Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak*) PPAT: Nomor : Tanggal :
NOP ; Jenis Perolehan Hak :

Alamat ] RT/RW

Desa/Kelurahan : Kecamatan :

Kabupaten : Kode Pos

2. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)

4. Pajak yang seharusnya terutang :
5
6
D

. _Pajak yang telah dibayar
. Pajak yang kurang dibayar (4-5)
engan huruf

PERHATIAN

1. Pembayaran dilakukan secara langsung ke Bank Kalbar No. Rek: 115 0100 123 an. KAS UMUM DAERAH KAB. KUBU
RAYA.

2. Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi
Administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak
Daerah).

Sungal Raya,.....wsssissssssosssess

An. BUPATI KUBU RAYA
Kepala Badan Pendapatan Daerah




FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
(SKPDKBT)

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JI. Supadio Telp (0561)722744 Fax (0561)734026 Kode Pos 78391
SUNGAI RAYA

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR TAMBAHAN
(SKPDKBT)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Nomor
Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo :

1

Berdasarkan Pasal ....Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor ...... Tahun ..... tentang Tata Cara
Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, telah dilakukan pemeriksaan atau

berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan bangunan terhadap :

Nama :

Alamat :

Atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dengan :

Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak*) PPAT: Nomor : Tanggal :
NOP : Jenis Perolehan Hak :

Alamat - RT/RW

Desa/Kelurahan : Kecamatan :

Kabupaten : Kode Pos

2. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)

4. Pajak yang seharusnya terutang :
5
6
D

. _Pajak yang telah dibayar
._Pajak yang kurang dibayar (4-5)
engan huruf :

PERHATIAN
1

2.

Pembayaran dilakukan secara langsung ke Bank Kalbar No. Rek: 115 0100 123 an. KAS UMUM DAERAH KAB. KUBU
RAYA.

Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi
Administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak
Daerah).

Sungal Rava.: e

An. BUPATI KUBU RAYA
Kepala Badan Pendapatan Daerah

"‘*—*—-_»3 P



J.  FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR NIHIL

(SKPDKBN)

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH
JI. Supadio Telp (0561)722744 Fax (0561)734026 Kode Pos 78391
SUNGAI RAYA

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH KURANG BAYAR NIHIL

(SKPDKBN)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Nomor
Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo :

1. Berdasarkan Pasal ....Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor ...... Tahun ..... tentang Tata Cara
Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, telah dilakukan pemeriksaan atau

berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan bangunan terhadap :

Nama :

Alamat !

Atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dengan :

Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak*) PPAT: Nomor : Tanggal :
NOP : Jenis Perolehan Hak :

Alamat : RT/RW

Desa/Kelurahan Kecamatan :

Kabupaten Z Kode Pos

2. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP)

2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP)
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak (1-2)

4. Pajak yang seharusnya terutang :
5
6
D

._Pajak yang telah dibayar
._Pajak yang kurang dibayar (4-5)
engan huruf .

PERHATIAN

1.Pembayaran dilakukan secara langsung ke Bank Kalbar No. Rek: 115 0100 123 an. KAS UMUM DAERAH KAB. KUBU
RAYA.

2.Apabila SKPDKB ini tidak atau kurang bayar lewat waktu paling lama 30 hari sejak SKPD ini diterima dikenakan sanksi

Administrasi berupa denda sebesar 1% (satu persen) sebulan dan ditagih dengan menerbitkan STPD (Surat Tagihan Pajak
Daerah).

SUNgai Raya,..coeceeeeereeneeans

An. BUPATI KUBU RAYA
Kepala Badan Pendapatan Daerah

\__*Q:a—



FORMAT SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR (SKPDLB)

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH
JI. Supadio Telp (0561)722744 Fax (0561)734026 Kode Pos 78391
SUNGAI RAYA

SURAT KETETAPAN PAJAK DAERAH LEBIH BAYAR

(SKPDLB)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Nomor

Tanggal Penerbitan
Tanggal Jatuh Tempo :

1. Berdasarkan Pasal ....Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor ...... Tahun ..... tentang Tata Cara
Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, telah dilakukan pemeriksaan atau
berdasarkan keterangan lain mengenai pelaksanaan kewajiban Bea Perolehan Hak atas Tanah
dan bangunan terhadap :

Nama ;

Alamat :

Atas perolehan hak atas tanah dan atau bangunan dengan :

Akta/Risalah Lelang/Pendaftaran Hak*) PPAT: Nomor : Tanggal :
NOP : Jenis Perolehan Hak

Alamat ] RT/RW

Desa/Kelurahan : Kecamatan :

Kabupaten 3 Kode Pos

2. Dari pemeriksaan tersebut diatas, jumlah yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

1. | BPHTB yang telah dibayar Rp.
2. | BPHTB yang seharusnya terutang RP.

3. | BPHTB yang lebih dibayar (1-2) Rp.
4. | Sanksi administrasi Rp.
5. | Pengurangan atau penghapusan sanksi

administratif
6. | Jumlah kelebihan bayar (3-4+5)
DENOEI BT .ot bosogsasmmens s smsamsssgoens das saasssss s s s T s o5 Peamsee Shamasiamen

PERHATIAN

Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak dilakukan pada Kas Daerah

SuNgai Raya,.....ccoerrarernvenrnnns

An. BUPATI KUBU RAYA
Kepala Badan Pendapatan Daerah

o —



FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH (STPD)

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH
(STPD)
BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
NOMOR

..............................................................................

. TELAH DILAKUKAN PENELITIAN / PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI
PERMULAAN *) ATAS PELAKSANAAN KEWAJIBAN PAJAK TERHADAP:

1. NAMA WAJIB PAJAK
2. ALAMAT WAJIB PAJAK
3. NPWPD

Il. DARI PENELITIAN / PEMERIKSAAN / PEMERIKSAAN ULANG / PEMERIKSAAN BUKTI PERMULAAN )
TERSEBUT DI ATAS, JUMLAH YANG HARUS DIBAYAR ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO. URAIAN JUMLAH
X: POKOK PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp
2. |KOMPENSASI PAJAK / PAJAK YANG SUDAH DIBAYAR %) Rp
3. |PAJAK YANG HARUS DIBAYAR Rp
4. |SANKSI ADMINISTRASI R e vy g

A |[KEKURANGAN PAJAK YANG TERUTANG YANG TIDAK ATAU | Rp
KURANG DIBAYAR (BUNGA 1%/BULAN)

B |HASIL PENELITIAN SPTPD TERDAPAT KEKURANGAN |Rp
PEMBAYARAN AKIBAT SALAH TULIS, SALAH HITUNG, ATAU
KESALAHAN ADMINISTRATIF (BUNGA 1%/BULAN)

C  |UNTUK SKPDKB YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH | Rp
JATUH TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)

D |UNTUK SKPDKBT YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR |Rp
SETELAH JATUH TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)

E UNTUK SK. PEMBETULAN, SK. KEBERATAN, PUTUSAN Rp
BANDING YANG TIDAK ATAU KURANG BAYAR SETELAH JATUH
TEMPO PEMBAYARAN (BUNGA 0.6%)

F |DALAM HAL KEBERATAN DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU | Rp
SELURUHNYA,  KELEBIHAN  PEMBAYARAN  PAJAK
DIKEMBALIKAN DITAMBAH IMBALAN (BUNGA 0,60%)

G |DALAM HAL KEBERATAN DITOLAK ATAU DIKABULKAN |Rp
SEBAGIAN (DENDA 30%)

H |DALAM HAL BANDING DIKABULKAN SEBAGIAN ATAU |Rp
SELURUHNYA,  KELEBIHAN  PEMBAYARAN  PAJAK
DIKEMBALIKAN DITAMBAH IMBALAN (BUNGA 0,6%)

| |DALAM HAL BANDING DITOLAK ATAU DIKABULKAN |Rp
SEBAGIAN (DENDA 60%)

J |UNTUK PEMBAYARAN ANGSURAN/PENUNDAAN | Rp
PEMBAYARAN PAJAK (BUNGA 0,6%)

5. JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR Rp

TERBILANG

Ill. JATUH TEMPO PEMBAYARAN
[V. PEMBAYARAN DILAKUKAN DI

SEL RAYA, i.ccsnssivsisssaiviarinss

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

PERHATIAN

1. PEMBAYARAN YANG DILAKUKAN MELEWATI TANGGAL JATUH TEMPO DI ATAS AKAN DIKENAKAN
SANKSI ADMINISTRASI BERUPA BUNGA 1% PER BULAN DARI JUMLAH PAJAK YANG HARUS
DIBAYAR.

2. PEMBAYARAN INI SAH JIKA DIBUBUHI TERAAN VALIDASI BANK ATAU TEMPAT LAIN YANG DITUNJUK.

3. APABILA SAMPAI BATAS WAKTU PENGAJUAN KEBERATAN (3 BULAN) WAJIB PAJAK TIDAK

MENGAJUKAN KEBERATAN, JUMLAH YANG MASIH HARUS DIBAYAR SEBAGAIMANA TERSEBUT DI
ATAS AKAN DITAGIH DENGAN SURAT PAKSA.

=



M. FORMAT SURAT TEGURAN PERTAMA

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Nomor

S SRR Eh s T R A Kepada

Sifat : Segera ;: 7 ¢ TR e o e N
Lampiran :-

Hal : Teguran Pertama

Berdasarkan pembukuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, hingga
saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan BPHTB sebagai berikut:

Jenis Tanggal
No Pajak Tahun Nomor dan Jatuh Jumlah
Daerah Pajak Tanggal Surat Tempo Tunggakan (Rp)

Terbilang

............................................................................................

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Pasal...
ayat .... Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor Tahun tentang
Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah, maka diminta kepada Saudara untuk
melunasi  jumlah  tunggakan  sebagaimana tersebut di atas melalui

....................................... , dalam jangka waktu .............) hari sejak tanggal diterimanya
Surat Teguran Pertama ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar Saudara segera
melaporkan kepada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

-*,,9



N. FORMAT SURAT TEGURAN KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

e e —

Sifat : Segera BHBL.. «avnitnesnnicwmmmnmesonssassissss sar smssns
Lampiran -
Hal : Teguran Kedua

Setelah kami sampaikan Surat Teguran Pertama, berdasarkan pembukuan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, hingga saat ini Saudara masih mempunyai
tunggakan BPHTB sebagai berikut:

Jenis Tanggal
No Pajak Tal'_nun Nomor dan Tanggal Jatuh Jumlah
Daerah Pajak Surat Tempo Tunggakan (Rp)
Jumlah
FEIWMAIR: = = B imciivieiesrareaerecoss s s S A Iy RS R S s

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan
ketentuan Pasal... ayat .... Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor

Tahun tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah, maka diminta
kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan sebagaimana tersebut di atas
TBLBIAIE 1o consmmmnionnsonsmmsasrava i sism , dalam jangka waktu ............. hari sejak tanggal

diterimanya Surat Teguran Kedua ini. Pelunasan tunggakan juga dapat dilakukan

melalui petugas kami yang melaksanakan upaya Penagihan Seketika dan Sekaligus
bersamaan dengan penyampaian surat ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar Saudara segera

melaporkan kepada petugas kami atau mendatangi kantor Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

!

t



O. FORMAT SURAT TEGURAN KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda kuburayakab.go.id

Nomor = B Kepada :

Sifat : Segera RIS e BRE R o Y K o g ) e
Lampiran :-

Hal : Teguran Ketiga

Setelah kami sampaikan Surat Teguran Kedua, berdasarkan pembukuan Badan
Pendapatan Daerah Kabupaten Kubu Raya, hingga saat ini Saudara masih mempunyai
tunggakan BPHTB sebagai berikut:

Jenis Tanggal
No Pajak Tahun Nomor dan Tanggal Jatuh Jumlah
Dasrak Pajak Surat Tempo Tunggakan (Rp)
Jumlah
TOEIBOE =~ " D cseeissessese pens ek s e R R SR AR A S S G SN SR TSR K R

Untuk mencegah tindakan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan
ketentuan Pasal... ayat .... Peraturan Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor

Tahun tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah, maka diminta
kepada Saudara untuk melunasi jumlah tunggakan sebagaimana tersebut di atas
INCLAIIL oo v nsvs smmasussansminanan sasvansss , dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja sejak

tanggal diterimanya Surat Teguran Ketiga ini. Pelunasan tunggakan juga dapat
dilakukan melalui petugas kami yang melaksanakan upaya Penagihan Seketika dan
Sekaligus bersamaan dengan penyampaian surat ini.

Dalam hal Saudara telah melunasi tunggakan tersebut di atas, agar Saudara

segera melaporkan kepada petugas kami atau mendatangi kantor Badan Pendapatan
Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Untuk mempertegas maksud Surat Teguran Ketiga ini, kami melakukan
pemasangan stiker/spanduk/papan *) peringatan di tempat Saudara. Saudara dilarang
melepas stiker/spanduk/papan *) peringatan tersebut tanpa izin dari kami.

Kepala Badan Pendapatan Daerah

PERHATIAN Kabupaten Kubu Raya,

TUNGGAKAN PAJAK HARUS
DILUNASI DALAM WAKTU 15 HARI
SETELAH SURAT TEGURAN INIL
SESUDAH BATAS WAKTU
TERSEBUT, TINDAKAN PENAGIHAN
AKAN DILAKUKAN DENGAN
PENYERAHAN SURAT PAKSA

NIP.




P. FORMAT SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda kuburayakab.go.id

SURAT PERINTAH PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Nomor 3 aana e e e R R R R SV b R e

Berdasarkan ketentuan yang tercantum dalam Pasal... ayat .... Peraturan
Bupati Kabupaten Kubu Raya Nomor Tahun tentang Tata Cara
Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah, dengan ini diperintahkan kepada:
Noman Wallb FRIBIES © ...unmisiimamisisnininissesioimaikesnsoeansensersseras e orensmssmois
Penanggung Pajak
NPWPD R S R R A A TS BRSNS BRSNS SR SRR
NOPD D B SRR B R e SnmnsThe va e e s s A e b kA SR RS
Alamat $ snnensdeugas e R OB AR SRR AR A e S SE RS SRS
untuk melunasi sekahgus utang Pajak Daerah sejumlah Rp..................... dengan
rincian sebagai berikut:

Jenis Tanggal

No Pajak Ta}.lun Nomor dan Tanggal Jatuh Jumlah

Daerah Pajak Surat Tempo Tunggakan (Rp)

Jumlah
L J
TorbilaBil:  Sccussinnsinns imionmmmrisssesrerspsahodonesvonssnmossineeeyrns assosssoianenessnrss pada hari
................. tanggal ...................... melalui Petugas Jurusita Pajak kami yang namanya
tersebut di bawah ini:
No Nama/NIP Pangkat/Gol Jabatan

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, saya sampaikaﬂ terima kasih.

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



Q.

FORMAT SURAT PENGAJUAN KEBERATAN

Kepada:
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Nomor - Kabupaten Kubu Raya
Sifat : di
Lampiran : Sungai Raya
Hal : Pengajuan Keberatan BPHTB
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama S R 2 a5 s R n a mpin armalrae e oo yiewi st elrielsaialslala e a e el e S T
BIBS = 8 esemecmsdmep e s N S R RS R R e B R S s
Alamat

...............................................................................

Pekerjaan /jabatan @ .........c..oiiiiiiiiiiiii e
NGO TRISDRIEL. T toensnnanrvosms s oneilinstssaas e as MREs TS sab ib ihenet b o momn smoma memmns
Dalam hal ini bertindak sebagai:

|:| Wajib Pajak

Wakil [:] Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama
NIK
Alamat G R SRR SR S SRR PSSR N T TR i i r e memnelbmensms s s ama s
bersama ini mengajukan keberatan atas:

...............................................................................

...............................................................................

|:| SKPDKB SKPDKBT L__| SKPDLB DSKPDN

Nomor Surat
Tanggal SUTAt & oo et e e e eaaaean
Jenis Pajak Daerah:
Masa/Tahun Pajak :

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

Alasan pengajuan keberatan adalah:

......................................................................................................

Berdasarkan hal tersebut diatas maka:

1. Jumlah pajak yang terutang menurut surat Rp
Ketetapan pajak/pemotong atau pemungut *)

2. Jumlah pajak yang terutang menurut Wajib Pajak  Rp ..........ccceeevvunvennnn.nn.

3. Jumlah yang telah dilunasi sejumlah yang telah ERRE oniceae dhungmdiny aycynpetsonss
disetujui menurut Wajib Pajak (SSPD terlampir)

...............................

Demikian surat keberatan kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

.........................................

>



R.

FORMAT SURAT KEPUTUSAN KEBERATAN WAJIB PAJAK

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

TENTANG
KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS...................

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

: surat keberatan atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak
| [ A— HOMIOL . .oouuviessn v-1obo . | R yang diterima
berdasarkan tanda terima nomor ................... tanggal

perlu diterbitkan keputusan atas pengajuan keberatan Wajib
Pajak dimaksud,;

: bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Permohonan Pembetulan Pajak
Daerah nomor ........ccccccevvvvnnnnn. tangeal i perlu
menetapkan keputusan atas keberatan Wajib Pajak dimaksud;

: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun

2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor......... Tahun.....tentang
Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG

KEBERATAN WAJIB PAJAK ATAS........cccceevnnnnn.n.

: Mengabulkan/Mengabulkan sebagian/Menolak * pengajuan

keberatan Wajib Pajak atas ............... untuk:
1. Nama Wajib Pajak
ZEBREWERD.  f T S i ss st ikt maxesadvesmsssna e ons
3. Alamat Wajib Pajak :

..................................................

..................................................

: Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya pajak yang masih

harus dibayar/lebih bayar ) menjadi sebesar

: Perhitungan besarnya pajak yang masih harus dibayar/lebih
bayar *) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah
sebesar:

=



KEEMPAT

KELIMA

Nilai Perolehan Objek
Pajak (NPOP)

e oo CUSCRUREICSNE R PRE. .o S =R REICH I [\ D

Nilai Perolehan Objek Pajak
Tidak Kena Pajak
(NPOPTKP)

Nilai Perolehan Objek Pajak
Kena Pajak

Pokok Pajak yang Harus
Dibayar

Kompensasi Pajak/ Pajak
yang Sudah Dibayar

Pajak yang Harus Dibayar

Sanksi Administrasi

Jumlah yang Masih Harus
Dibayar

berlaku.

pada tanggal ditetapkan.

: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini,
kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

4

¥



S. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

PAJAK
Kepada:
Yth. Bupati Kubu Raya
Nomor : cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Sifat - Kabupaten Kubu Raya
Lampiran : di SEI RAYA
Hal : Permohonan Pengembalian

Kelebihan Pembayaran Pajak

Yang bertanda tangan di bawah ini:

R S O R
N el DUV, PRI b 2 s Tt e ) TR LI
Alamat 3 R SR R AR TR IR T S e i s e wmaiad e e S e e e el o
Pekerjaan /jabatan @ ........cccciiviiiiiiiieiiie e e eaas
Nomor Telepon S} s RS S e e AT AR RSN A A Y B SRan Fa vl iam e e

dalam hal ini bertindak sebagai:

D Wajib Pajak

|':| Wakil D Kuasa dari Wajib Pajak:
Nama
BBATS 0 B s anserrtnsmanans sl B e gt g AR SRR R AR SR

Alamat B

bersama ini menga_mkan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
daerah yang disebabkan oleh:
pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang dengan alasan:

...............................................................................

D jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terutang
berdasarkan jumlah pajak pada:
Jenis/Nomor TR S N RNORRN BN, 2 B0 O Kol B B e s el
Tanggal Surat N A S RSNl S RO S S RN S AR A AR AR FIRE IR TR BB rn nmn mmmsin
Jenis Pajak Daerah: ..........cccoorreimmuniemnmenneninmensensscsssesesesssssassssnsscasssaseses
Masa/Tahun Pajak @ .....c.oouiiiiiiiiiicieees e e ee e e e e eennns
Berdasarkan perhitungan kami, terdapat kelebihan pembayaran pajak
sebagai berikut:
a. Pembayaran pajak yang telah dilakukan dengan bukti pembayaran:
1. SSPD BPTHB NO......ccivviiiiiiiiiiiiiiiieiennns IED onie s i e

2. SSPD BPHTB NO......vouieeeeeeeeeeeeeeeereesens 23~ S

3. dst 1 o | .

Jumlah pembayaran B s rasiini iomnmnens
b. Jumlah pajak yang terutang/seharusnya terutang R 2spsunsssneataspmsras
c. Jumlah kelebihan pembayaran pajak ;. + ORI
Pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk dilakukan dengan:
D Pembayaran ke rekening ...............cccocevvvuunenennn..

D Kompensasi untuk utang pajak
Demikian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah
kami sampaikan untuk dapat dipertimbangkan. l

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *) ¢

......................................



T. FORMAT SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

TENTANG
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Membaca : surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak
atas nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) ....................
OO sosensessse tanggal ..o yang diterima berdasarkan
tanda terima nomor ................... tanggal .............. , perlu
diterbitkan keputusan atas permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak Wajib Pajak dimaksud;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dituangkan
dalam Laporan Hasil Pemeriksaan permohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak nomor .......................... tanggal
.............. perlu menetapkan keputusan atas permohonan
pengembalian kelebihan pembayaran pajak Wajib Pajak

dimaksud,;
Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor......... Tahun.....tentang
Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG

KELEBIHAN PEMBAYARAN

PERTAMA : Mengabulkan seluruh/Mengabulkan sebagian /Menolak *)
permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak untuk:
1. Nama Wajib Pajak
2. NPWPD
3. Alamat Wajib Pajak :

...................................................

...................................................

..................................................

KEDUA : Sesuai diktum PERTAMA, kepada.............ccccou....... memiliki
kelebihan pembayaran ...................... Masa/Tahun?*) Pajak
............... sebesar Rp ......cccoouviviiiiiiiie (oo

KETIGA : Penghitungan kelebihan pembayaran pajak sesuai diktum KEDUA A

adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran 1 Keputusan .
Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.

<
KEEMPAT : Kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam *‘
diktum KEDUA:
|—__| diperhitungkan seluruhnya dengan Utang Pajak dan/atau /
pajak yang akan terutang serta tidak tersisa kelebihan
pembayaran pajak.



I___l diperhitungkan dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang

akan terutang dan masih tersisa sebesar
|54 o TR fonsstuanompnsnaneasssianon asniny ) untuk  dipindah
bukukan oleh Bank ................ s | I ke rekening
Wajib Pajak dengan nama rekening ......................o....... dan
NOMOY TOEKENINE . viraiisivesno. pada Bank ............ di
KELIMA : Rincian kompensasi dengan Utang Pajak dan/atau pajak yang

akan terutang sesuai diktum KEEMPAT adalah sebagaimana
tercantum pada Lampiran II Keputusan Kepala Badan
Pendapatan Daerah ini.

KEENAM : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini,

kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang
berlaku.

KETUJUH : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

\
.
/

NIP.



U.

FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBEBASAN BPHTB

Kepada:
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Nomor : Kabupaten Kubu Raya
Sifat : di
Lampiran : Sungai Raya
Hal : Permohonan Pembebasan
BPTHB

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIK
MBEBE =~ sy s e s e S s S R A S
Pekerjaan/jabatan :
Nomor TEIEPON. @ iiicivvininimsnsssonsmsanteonmnosnnsesensannssrsssessonsnsye serases sovanszanss
dalam hal ini bertindak sebagai:
[ ] Wajib Pajak
|:| Wakil D Kuasa dari Wajib Pajak:
Nama
NIK
Alamat e e et et aeaaanaes
bersama ini mengajukan pembebasan atas:

SKPD STPD l:' SKPDKB I:l SKPDKBT

Nomor Surat
Tanggal Surat
Jenis Pajak Daerah
Masa/Tahun Pajak

...............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

...............................................................................

..............................................................................
..............................................................................
...............................................................................

Alasan permohonan pembebasan tersebut yaitu :

............................................................................

Demikian permohonan pembebasan kami sampaikan untuk dapat

dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

.........................................

\
1
/



FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBASAN BPHTB BAGI MBR

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Tempat/Tgl Lahir

NIK

Alamat

Pekerjaan /Jabatan
Nomor Telepon

....................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

....................................................................................

.......................................................................................

.....................................................................................

.....................................................................................

Dengan ini menyatakan sesungguhnya saya:

1.

Selaku permohonan memiliki gaji/upah/penghasilan bersih per bulan paling
banyak sebesar RP. ....scewissas S e rupiah) untuk yang berstatus
tidak kawin ( ) dan sebesar Rp. .................. fosnernenonasonnns rupiah) untuk yang
berstatus sudah kawin ( )

* checklist salah satunya sesuai status pemohon.

Belum pernah memiliki hak kepemilikan properti rumah

sebelumnya/kepemilikan pertama saat pengajuan pembebasan BPHTB
rumah bagi MBR.

Akan menggunakan rumah yang diajukan ini sebagai tempat tinggal saya
dan/atau keluarga serta tidak akan menyewakan/mengkontrakan dan
mengalihfungsikan diluar peruntukan sebagai rumah tinggal bagi MBR.

Bahwa semua dokumen persyaratan yang disampaikan kepada Badan
Pendapatan Daerah untuk mendapatkan pembebasan BPHTB adalah benar

dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya baik secara formil maupun
materiil.

Apabila dikemudian hari terjadi kesalahan, saya tidak akan menuntut Badan
Pendapatan Daerah secara hukum dan bersedia melaksanakan segala
kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk
dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yang membuat pernyataan,

Meterai

-




FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBEBASAN BPHTB

BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA

TENTANG

PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

: a. bahwa berdasarkan surat permohonan

BUPATI KUBU RAYA,

...... Nomor .......... Tanggal
.......... perihal Permohonan Pembebasan BPHTB dan hasil
penelitian sebagaimana dituangkan dalam Laporan Hasil
Penelitian Permohonan Pembetulan Pajak Daerah Nomor
.......................... Tanggal ....c.ove i

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Kubu Raya tentang
Pembebasan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;

: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun

2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor......... Tahun.....tentang

Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN BUPATI KUBU RAYA TENTANG PERSETUJUAN

PEMBEBASAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN
BANGUNAN.

: Mengabulkan /Mengabulkan sebagian/Menolak *) pengajuan

pembebasan BPHTB Wajib Pajak atas ............... untuk:
1. Nama Wajib Pajak
A g o b AT
3. Alamat Wajib Pajak :

...................................................

...................................................

: Sesuai dengan diktum PERTAMA, besarnya pajak yang masih

harus dibayar/lebih bayar *) menjadi sebesar

: Perhitungan besarnya pajak yang masih harus dibayar/lebih

bayar *) sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah
sebesar:

iy



KEEMPAT

KELIMA

Dasar Pengenaan Pajak
(DPP)

Tarif

Pajak yang Terutang
Pengaturan Pengenaan /
Pengurangan Pajak *)
Pokok Pajak yang Harus
Dibayar

Kompensasi Pajak/ Pajak
yang Sudah Dibayar
Pajak yang Harus Dibayar
Sanksi Administrasi

Jumlah yang Masih Harus
Dibayar

: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan

dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini,
kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang
berlaku.

: Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Bupati Kubu Raya, -r

)




X.

FORMAT SURAT PERMOHONAN (MENGANGSUR/MENUNDA*) PEMBAYARAN
BPHTB

Kepada:

Yth. Kepala BAPENDA
Nomor : Kabupaten Kubu Raya
Sifat ¢ di SEI RAYA
Lampiran :
Hal : Permohonan Mengangsur/

Menunda *) Pembayaran BPHTB

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIK
Alamat
Pekerjaan /jabatan :
NOMOT TRICDOM. | ¥ euss s coinsssmoms s ivees 705548 stmne nesnanssosssmsnsmen sassvesassassssors
dalam hal ini bertindak sebagai:

|:] Wajib Pajak

..............................................................................
..............................................................................
.............................................................................

..............................................................................

|:| Wakil |:|Kuasa dari Wajib Pajak:
PRIRE . | S resersenie el e e e R R S E e e
L O S
Alamat Y ST T S
menyatakan masih mempunyai utang pajak berdasarkan:
STPD [ | sKkPDKB [ ] skPDKBT [ ] SK Pembetulan
[ ]SK Keberatan |:| Putusan BandingD Putusan PK
sebagai berikut:
M ' Jumlah Tanggal Jatuh
Jenis Pajak Masa/ Nomor Pajak yang Tempo
Daerah Tahun Ketetapan/Keputusan/| Masih Harus | Pembayaran
Pajak Putusan Dibayar

Terhadap utang pajak tersebut di atas, saya mengajukan permohonan untuk:

1. mengansur pembayaran pajak sebesar Rp ................... dengan ketentuan:

a. Masa angsuran 5 satkeesenssinesrRaniane kali; dan

b. Besarnya pembayaran pajak sebesar Rp ....................... sampai dengan

tanggal...................

2. menunda pembayaran pajak sebesar Rp ..................... sampai dengan tanggal
dikarenakan saya mengalami kesulitan likuiditas (posisi kas, bank, dan utang
piutang per tanggal................ /keadaan diluar kekuasaan *) dengan bukti berupa
................... (terlampir)

Memenuhi persyaratan sebagaimana tercantum dalam Pasal
Bupati Kubu Raya Nomor............. TOOE,.0es tentang Tata Cara Pemungutan Bea
Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, saya bersedia memberikan jaminan

berupa:

l:l bank garansi,

El surat/dokumen bukti kepemilikan barang bergerak;
D penanggung utang oleh pihak ketiga;

‘___I sertifikat tanah dan/atau bangunan; dan/atau

l:' sertifikat deposito.

Pemohon

Q_fsv

The— =



FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN PAJAK

DAERAH

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

TENTANG

PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN BPHTB

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

: surat permohonan angsuran pembayaran pajak, atas nama Wajib

Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) .................... OO -.v5:55005
tanggal .............. yang diterima berdasarkan tanda terima nomor
................... tanggal .............., perlu diterbitkan keputusan atas

permohonan angsuran pembayaran pajak dimaksud;

: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan

dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan angsuran
pembayaran pajak Nnomor ..................c....... -t —
perlu menetapkan keputusan atas permohonan angsuran
pembayaran pajak dimaksud;

: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun

2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor......... Tahun.....tentang
Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG

PEMBERIAN ANGSURAN PEMBAYARAN BHPTB

: Mengabulkan/Menelak *) permohonan angsuran pembayaran

pajak untuk:

1. Rama Wall'PEIale 3 oicvsusivmisssnassonssssm ssasinesnssassnnns
2. NPWPD 5 crveccrercseanssssrosnsereresconenssnnsessrassss
3. Alamat Wajib Pajak : ......cccccovviiiiiiiiiiiiiiiiicie e

: Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut

ditetapkan untuk mengansur pembayaran pajak yang terutang

berdasarkan SPTPD masa pajak............. atau
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) nomor................ sebesar
| < S sebanyek.. i kali.

: Ketentuan perhitungan besarnya angsuran sebagaimana

dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai berikut:

Angsuran Besarnya Jatuh Tempo Denda
ke Angsuran Pembayaran Administrasi




Denda administrasi sebagaimana tercantum pada kolom 4 akan
ditagih dengan menggunakan STPD.

KEEMPAT : Besarnya angsuran sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA
dilakukan di .......ccceevvviniiinennnnnnn..
KELIMA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan

dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini,
kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang
berlaku.

KEENAM : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

|
v

NIP.



Z.

FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENUNDAAN PEMBAYARAN BPHTB

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

TENTANG
PENUNDAAN PEMBAYARAN BPHTB

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

: surat permohonan penundaan pembayaran pajak, atas nama

Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) .................... nomor
......... tanggal .............. yang diterima berdasarkan tanda terima
NOMOT ....c..cvnen... Rl . viviiiinns , perlu diterbitkan keputusan

atas permohonan penundaan pembayaran pajak dimaksud;

: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan

dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan penundaan
pembayaran pajak nomor ................. tanggal ..o perlu
menetapkan  keputusan atas permohonan penundaan
pembayaran pajak dimaksud;

: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun

2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor......... Tahun.....tentang
Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG

PENUNDAAN PEMBAYARAN BPHTB

: Mengabulkan/Menelak*) permohonan penundaan pembayaran

pajak untuk:

1. Nama Wajib Pajak
2, NPWPD | | § iossesssassosnsnssssevsvissssvsisaisissiosiin
3. Alamat Wajib Pajak :

...................................................

..................................................

: Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut

diberikan persetujuan untuk menunda pembayaran pajak yang

terutang berdasarkan SPTPD masa pajak............. atau
SKPD/SKPDKB/SKPDKBT/STPD *) nomor............. sebesar
RP ousiiissinis dengan ketentuan sebagai berikut:

1. ditunda sampai dengan tanggal ..................... ; dan

2. dikenai denda administrasi berupa bunga sebesar

7 s S yang ditagih dengan STPD.

: Pelunasan pajak yang ditunda pembayarannya sebagaimana

dimaksud pada diktum KEDUA dilakukan di......................

: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan

dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini,
kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang
berlaku.

-\_#Q S



KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA q
Pada tanggal 2\

Kepala Badan Pendapatan Daerah ¢
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



AA. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN ANGSURAN/PENUNDAAN
PEMBAYARAN PAJAK DAERAH

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

TENTANG
PEMBERIAN ANGSURAN/PENUNDAAN *) PEMBAYARAN BPHTB

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Membaca : surat permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak, atas
nama Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak*) ................. nomor
........... tanggal ......... yang diterima berdasarkan tanda terima
NOMOTr ............... tangpal ...oaaans , perlu diterbitkan keputusan
atas permohonan penundaan pembayaran pajak dimaksud;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan
dalam Laporan Hasil Penelitian permohonan
angsuran/penundaan pembayaran pajak nomor ......................
tanggal .............. perlu menetapkan keputusan atas permohonan
permohonan angsuran/penundaan pembayaran pajak dimaksud;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor......... Tahun.....tentang
Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG
PEMBERIAN ANGSURAN/PENUNDAAN*) PEMBAYARAN BPHTB

PERTAMA : Mengabulkan /Menolak*) atas permohonan angsuran /penundaan
*) pembayaran pajak untuk:
1. Nama Wajib Pajak  : ......coooimiiiiiiiiiiiciceeeeeee e
2. INIWPD . 0 7 L sineseerae s e s s U e S enm e
3. Alamat Wajib Pajak @ .......ccooeeiiiiiiiiiiiiiiiiieeeieiiiiiee e,

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA, kepada Wajib Pajak tersebut
tetap dibebankan kewajiban pembayaran pajak daerah dengan
jumlah pajak yang terutang dan tanggal jatuh tempo pembayaran
sesuai ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini,

kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang
berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah d
Kabupaten Kubu Raya, L}

NIP.

*) disesuaikan dengan permohonan



BB. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN

Kepada:
Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Nomor : Kabupaten Kubu Raya
Sifat : di
Lampiran : Sungai Raya
Hal : Permohonan Pembetulan
atas. vvisein BPTHB

Nama
NIK
AIBINAE =~ = 7 cicenssecsesssesssssvaess e ssssnisasuns et sssess e sEEsRE o an sse RS
Pekerjaan /jabatan :
NOMOr TEIBPON ' 1 isifihinsinisisssmnmsnsnsssnmsernssithinssararesonaass ssansessssssnssssmnvass
Dalam hal ini bertindak sebagai:

|:| Wajib Pajak

[] wakil [ ]Kuasa dari Wajib Pajak:

Nama
NIK
53T | R Oy O S SO

bersama ini mengajukan pembetulan atas:
[ ] skeD [ ] sKkpDKB [ ] SKPDKBT

...............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

..............................................................................

[ ]steD [ ]SK Keberatan [ ] SK Pembetulan

D SK Pembatalan |:I SK Pengurangan D SK Pengurangan Sanksi
Administrasi

NGHIOESUEREY oo asesavsssssesavnsmss el s saaas s M nanmemnos

Tanggal SUrat & .o e e

Jenis Pajak Daerah @ .......co.oiiiniiiiiiiiiiiiiie e

Masa/Tahun Pajak @ ....c.ccuiiiiiiiiiiiiiii e ee e e eaeeteeteenenneanans

Permohonan pembetulan tersebut diajukan karena terjadi kesalahan
tulis/kesalahan hitung/kekeliruan penerapan ketentuan dalam perundang-
undangan perpajakan daerah sebagai berikut:

: Bl , - Menurut
No Uraian SKPD/STPD/SKPDKB Menurut Wajib
/SKPDKBT/Surat Pajak
Keputusan Lain

Demikian permohonan pembetulan kami sampaikan untuk dapat
dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

.........................................

|
/



CC. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN

Membaca

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

TENTANG
PEMBETULAN ATAS BPHTB ..........

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

:surat  permohonan  pembetulan atas nama = Wajib

Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) .................... nomor ...........
tanggal .............. yang diterima berdasarkan tanda terima nomor
................... tanggal .............., perlu diterbitkan keputusan atas

permohonan pembetulan Wajib Pajak dimaksud;

: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan

dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan Pajak
DaEral  DOMOL  wisisessmsisimanndins tanggal .............. perlu

menetapkan keputusan atas permohonan pembetulan Wajib
Pajak dimaksud;

: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun

2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor......... Tahun........ tentang
Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG

PEMBETULAN.......css0te000

: Mengabulkan seluruhnya/Mengabulkan sebagian/Meneolak *)

permohonan pembetulan atas ............... untuk:

1. Nama Wajib Pajak  : ....cccoiiiiiiiiiiiiiceiceeccecie e,
S HPWPD | 7 7 0 5 seersitsressssseonusensnenmennsesssnseevensnesisne
3. Alamat Wajib Pajak :

...................................................

: Membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau

kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah atas
.................... NOMOT ....covveeneneenennnnnenatanggal oo......... dengan
rincian pembetulan sebagai berikut:

Setelah

No Uraian Semula Parnbetlnn




KETIGA : Sesuai dengan diktum KEDUA, besarnya pajak yang terutang

menjadi sebesar
P, ersitirsio nnnssnssnss dowasansaesgass fsoss ssnudssansvssannsunusasnsnsines )
KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan

dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini,
kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang
berlaku.

KELIMA : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

&
s
t

NIP.



DD. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

e e
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

TENTANG
PEMBETULAN ATAS BPHTB......................

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Membaca : surat permohonan pembetulan atas nama Wajib
Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) .................... NOBL - c5sa 55555
LABEREL il yang diterima berdasarkan tanda terima nomor
................... tanggal .............., perlu diterbitkan keputusan atas
permohonan pembetulan Wajib Pajak dimaksud;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan
dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembetulan Pajak
Daerah nomor ...............ccceeueen. OO, oyoiomenans perlu

menetapkan keputusan atas permohonan pembetulan Wajib
Pajak dimaksud,;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor......... Tahun.....tentang
Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG
PEMBETULAN. ..., .o vossessis

PERTAMA - Mengabutkan—seherahnya/Mengab -an—sebagian/Menolak *)
permohonan pembetulan atas ............... untuk:

1. Nama Wajib Pajak  : ..coceiiiiiiiiiiiiiicccecceeeee v
ZNPWRDY 7 s B eesessaens e Reas s sis iR aase e S

3. Alamat Wajib Pajak : .....c.coceeiviiiiiiiiiiiiiiericie i,

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA,

............. BOMNOT,./.ss 0055565550 civnss BARERL oo 0 2 00 s onasssesssssssBiNyataican
tetap berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini,

kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang
berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA

Pada tanggal /1 ’
4|

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.



EE. FORMAT SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN

Kepada:

Yth. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Nomor : Kabupaten Kubu Raya
Sifat : di
Lampiran : Permohonan Pembatalan SEI RAYA

Nama
NIK
BIGIIEE W' 3 e srsnemaes B e s s s S B S B SR 75 SRR
Pekerjaan /jabatan :
NomOR TelePON " & cissicisinsssssinnsrenebonane ssakaiibueesvasns sovessosssssrsasnssans nkssnssnd
dalam hal ini bertindak sebagai:

[ ] wajib Pajak

...............................................................................

...............................................................................

..............................................................................

D Wakil |:|Kuasa dari Wajib Pajak:
i 1 e e S
BIK. % L N s B mevsan e s e 55 S5 P amams es e s e samaes
Alamat B S P R SR SN S AR S 5 S AR SR SENA S nermmme
bersama ini mengajukan pembatalan atas:

SKPD :‘ SKPDKB I:] SKPDKBT |:| STPD

Nomor Surat

Tanggal Surat
JERIB PRI TIBBTAIL S svviviasinistsnsissiorhedsns fommnsansconsbunmmens sewss s sbarmsyaysd srsassy
DR TR PRIBICS uousinvausssoninsssiveinisis o ioss isniR das dobes snoomeansssmammsonas

...............................................................................

..............................................................................

Permohonan pembatalan tersebut diajukan karena:

......................................................................................................

.......................................................................................................

Demikian permohonan pembatalan kami sampaikan untuk dapat
dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil /Kuasa *)

.........................................



FF. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBATALAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

TENTANG
PEMBATALAN ATAS ......coovvvienanen.

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Membaca : surat permohonan pembatalan atas nama Wajib
Pajak/wakil /kuasa Wajib Pajak *) .................... nomor ...........
tanggal .............. yang diterima berdasarkan tanda terima nomor
................... tanggal .............., perlu diterbitkan keputusan atas
permohonan pembatalan Wajib Pajak dimaksud;

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan
dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan Pembatalan Pajak
Daerall BOMOY .. oedvsnissesiaisens tanggal .............. perlu

menetapkan keputusan atas permohonan pembatalan Wajib
Pajak dimaksud;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor......... Tahun.....tentang

Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG
PEMBATALAN BPHTB NOMOR................... TANGGAL

PERTAMA : Mengabulkan /Menolak * permohonan pembatalan atas
............... untuk:
1. Nama Wajib Pajak
2. NPWPD = iiiccecesnisecscessassessanssesssessssnsssssnnssos
3. Alamat Wajib Pajak :

.................

...................................................

..................................................

KEDUA : Sesuai dengan diktum PERTAMA,
............. Nomor......................tanggal.......................dinyatakan
tetap berlaku.

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan

dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini,
kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang
berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

n )
/

NIP.



GG. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBETULAN DAN PEMBATALAN

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443

Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

Membaca

Mengingat

Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

TENTANG

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PAJAK DAERAH

SECARA JABATAN

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

: bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan

dalam Laporan Hasil Penelitian Pembetulan dan Pembatalan
Pajak Daerah secara Jabatan nomor .............. tanggal
........................ perlu menetapkan keputusan atas pembetulan
dan pembatalan pajak daerah secara jabatan;

: 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun

2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor......... Tahuf....... tentang
Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.

MEMUTUSKAN:

: KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG

PEMBETULAN DAN PEMBATALAN PAJAK SECARA JABATAN

: Memberikan keputusan pembetulan dan pembatalan terhadap

surat ketetapan pajak dan surat keputusan perpajakan daerah
lainnya yang tidak benar secara jabatan sebagaimana ditetapkan
dalam Lampiran Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah
ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini.

: Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan

dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini,
kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang
berlaku.

: Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku

pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

NIP.

\
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HH. FORMAT SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

Kepada:

Yth. Bupati Kubu Raya
Nomor : cq. Kepala Badan Pendapatan Daerah
Sifat : Kabupaten Kubu Raya
Lampiran : di SEI RAYA

Hal :Permohonan Pengurangan
Sanksi Administratif

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama :
NIK
BIBEIE . F il ninadiannans e ssansse o e Sun SN RS RS S e G
Pekerjaan /jabatan : ..........ooiviiiiiiiiiiiiiie e
NOMAE TEIEPIN | 3 ssicinmncondtsnsis s avismnsarhnibrmns nnasenensnsssnasmnanoniuseme sasssis Sanss
dalam hal ini bertindak sebagai:
[ ] wajib Pajak
D Wakil I:lKuasa dari Wajib Pajak:
Nama
NIK
Alamat

...............................................................................

...............................................................................

...............................................................................
...............................................................................

...............................................................................

bersama ini mengajukan pengurangan sanksi administratif
7] o] 1= 1 (M R
atas:

SKPD SKPDKB SKPDKBT
[]

NOIOE BHUPAE  © 2 cunsimressssmssi s ms s fes e s 5o S fo be mnaon smmes snnesisaasn
Tanggal Surat 5 e AR SRS S S BN VS P RS S VIS BN S G555 SRS Es b e man
Jenis Pajak Daerah 1 ..o e
Masa/Tahun Pajak @ .......coouiiiiiiie e e e e ans

Permohonan pengurangan sanksi administratif tersebut diajukan dengan
mempertimbangkan kondisi kami sebagai berikut:

.......................................................................................................

.......................................................................................................

Demikian permohonan pengurangan sanksi administratif kami sampaikan
untuk dapat dipertimbangkan.

Wajib Pajak/Wakil/Kuasa *)

.........................................

/



[I. FORMAT SURAT KEPUTUSAN PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Supadio, Telepon (0561) 722744, Faksimile (0561) 723443
Laman, bapenda.kuburayakab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

TENTANG
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH,

Membaca : surat permohonan pengurangan sanksi administratif atas nama
Wajib Pajak/wakil/kuasa Wajib Pajak *) .................... nomor
........... tanggal .............. yang diterima berdasarkan tanda
terima nomor ................... tanggal .............. , perlu diterbitkan

keputusan atas permohonan pengurangan sanksi administratif
Wajib Pajak dimaksud,

Menimbang : bahwa berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dituangkan
dalam Laporan Hasil Penelitian Permohonan pengurangan sanksi
administratif nomor .......................... LANERAL &vivsnvvinine perlu
menetapkan keputusan atas permohonan pengurangan sanksi
administratif Wajib Pajak dimaksud;

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 13 Tahun
2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor......... Tahun.....tentang
Tata Cara Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH TENTANG
PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF

PERTAMA : Mengabulkan seluruh/Mengabulkan sebagian /Menolak *)
permohonan pengurangan sanksi administratif untuk:
1. Nama Wajib Pajak

...................................................

4. NPWERLY - 7 s st e R
3. Alamat Wajib Pajak : ....ccccoivmiiiiiiiiiiiicicce e
sebesar ... /T (OO ) dari sanksi
administratif yang terdapat pada............. Nomor
..................... tanggal........coovuiiiiiiiiiiiiia

KEDUA : Perhitungan besarnya sanksi administratif sebagaimana
dimaksud pada diktum PERTAMA adalah sebagai berikut:
a. sanksi administratif 4 T

b. besarnya pengurangan

c. sanksi administratif setelah Rp ........cccoeeeninnnn...

I
pengurangan 2
T

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan
dalam Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini,
kekeliruan tersebut akan dibetulkan sesuai ketentuan yang
berlaku.



KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEI RAYA
Pada tanggal

Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

*’

NIP.



JJ. CONTOH PERHITUNGAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

1. Wajib Pajak “A” membeli tanah dan bangunan dengan Nilai perolehan objek
pajak/harga transaksi /NJOP Rp100.000.000,00

PERHITUNGAN BPHTB
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp 100.000.000,00
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) | Rp 80.000.000,00

3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak |Angka 1-2 Rp 20.000.000,00
(NPOPKP)

4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Angka 3X5% |Rp 1.000.000,00
Bangunan yang terutang

2. Wajib Pajak “A” membeli tanah dan bangunan dengan Nilai perolehan objek
pajak/harga transaksi /NJOP Rp45.000.000,00

PERHITUNGAN BPHTB

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp 45.000.000,00

2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) | Rp 80.000.000,00

3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak |Angka 1-2 Rp 0,00
(NPOPKP)

4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Angka 3X5% | Rp 0,00
Bangunan yang terutang

3. Wajib Pajak “B” menerima Hibah dari kakak kandung dengan Nilai perolehan
objek pajak/harga transaksi /NJOP Rp145.000.000,00

PERHITUNGAN BPHTB
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp 145.000.000,00
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) | Rp 80.000.000,00
3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak |Angka 1-2 Rp 65.000.000,00

(NPOPKP)

4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Angka 3X5% |Rp 3.250.000,00
Bangunan yang terutang

4. Wajib Pajak “C” menerima hibah wasiat dari ayah kandung dengan Nilai
perolehan objek pajak/harga transaksi /NJOP Rp145.000.000,00

PERHITUNGAN BPHTB
1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp 145.000.000,00
2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) | Rp 80.000.000,00

3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak |Angka 1-2 Rp 65.000.000,00
(NPOPKP)

4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Angka 3X5% |[Rp 3.250.000,00
Bangunan yang terutang




S. Wajib Pajak “D” menerima waris dari ayahnya dengan Nilai perolehan objek
pajak/harga transaksi /NJOP Rp 400.000.000,00

PERHITUNGAN BPHTB

1. Nilai Perolehan Objek Pajak (NPOP) Rp 400.000.000,00

2. Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NPOPTKP) | Rp 300.000.000,00

3. Nilai Perolehan Objek Pajak Kena Pajak |Angka 1-2 Rp 100.000.000,00
(NPOPKP)

4. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Angka 3X5% |Rp 5.000.000,00
Bangunan yang terutang

BUPATI KUBU RAYA,

SUJIWO

Paraf Koordinasi
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